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PERATURAN BERSAMA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 1TAHUN2013
NOMOR : L4 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DAN

Menimbang

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

bahwa sebagai pelaksanaan ketenttran Pasal 37 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Relormasi
Birokrasi Nomor 77 Tahun 2OL2 tentang Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Angka
Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan

Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayaguna€u1 Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tah:un 2OL2 tentang
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan BaranglJasa dan
Angka Kreditnya;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun t974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun L999 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

38eO);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah
dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
L2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a8a!;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun L966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
27e71;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35471

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2OLO (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLO Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5L2Ll;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2OOO tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOO Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah
diubah dengan Peratrrran Pemerintah Nomor 54 Tahun
2OO3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor L22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a33211'

6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2OOO tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20OO Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4016l sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2OO2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aI92l;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2OOO tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4OI7l
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor L2 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aL93l;

4.
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 1O1 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4OL9l;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 42631sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
r6a);

10. Perattrran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OIO tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OIO Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Keputrrsan Fresiden Nomor a7 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2Ol2 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 235);

12. Kepuhrsan Presiden Nomor 103 Tahun 2OOI tentang
Kedudukan, T\rgas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2OL3

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLg Nomor
10);

13. Kepuhrsan Presiden Nomor 110 Tahun 2OOL tentang Unit
Organisasi dan T\rgas Eselon I Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah delapan kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2Ol3
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor
1 1);

14. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2OOT tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barangl Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2OI2 Tentang
Perubahan Kedua Perahrran Presiden Nomor 54 Tahun
2OlO tentang Kebljakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL2 Nomor 155);
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16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor L9

Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah
terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 5 Tahun 2OI3 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL3 Nomor 150);

L7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor: OO 1 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan

Bar:ang / Jasa Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2OI2 tentang
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan BaranglJasa dan
Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol3 Nomor 67);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN

PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 77
TAHUN 2OL2 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA

PENGADAAN BARANG/ JASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,
tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan
pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai

dengan perahrran perundang-undangan.

2. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa
adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh
Kemente rian I Lembaga/ Pemerintah D aerah / In stitusi yang
prosesnya dimulai dari perencanaan kebuhrhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa.
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Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungiawab,
wewena.ng, dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan
pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan
manajemen informasi aset.

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas Pengguna
Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan
(UlP)/Pejabat Pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan.

Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang
disyaratkan untuk dapat melakukan pengadaan barang/
jasa yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan
dan/atau keahlian, serta sikap ke{a tertentu.

Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional adalah adalah tanda
bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan
kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa.

Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, pengembangan dan hasil penelitian, kajian,
survey dan evaluasi yang disusun oleh perora.ng€rn atau
kelompok di bidang pengadaan barang/jasa dengan
menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi,
tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan,
kesimpulan dan saran-saran pemecahan yang
dipublikasikan.

Tanda Penghargaan/Jasa adalah tanda kehormatan yang
diberikan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah
daerah, negara asing, atau organisasi ilmiah nasional,
regional, atau internasional yang diakui oleh masyarakat
ilmiah.

Organisasi Profesi adalah organisasi Profesi Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di
bidang pengadaan barang/jasa.

Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibenhrk
dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas
menilai prestasi kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Angka Ikedit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang hams
dicapai oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
bersangkutan.

6.

7.

4.

5.

8.

9.

10.

11.
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BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, DAN

JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan sebagai
pelaksana teknis fungsional di bidang pengadaan Sarang/jasa
pada instansi pemerintah.

Bagian Kedua
T\rgas Pokok

Pasal 3

T\rgas pokok Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yakni
melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan
penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset.

Bagran Ketiga
Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
termasuk dalam rumpun Manajemen.

Bagian Keempat
Jenjang Jabatan, Pangkat, Golongan Ruang

Pasal 5

Jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barangl Jasa, yaitu:

a. Pengelola Pengadaan BaranglJasa Pertama:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
b. Pengelola Pengadaan BaranglJasa Muda:

1. Penata, golongan ruang III/c; dan

2. Penata Tingkat I, golongan ruang Illld.
c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya:

1. Pembina, golongan ruang lY I a;

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IY lc.
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BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 6

Instansi pembina Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barcngl
Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP.

Pasal 7

LKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas
antara lain:
a. menJrusun ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa.
b. menJrusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang/ Jasa.

c. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa.

d. mengusulkan tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/ Jasa.

e. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang / Jasa serta petunjuk pelaksanaannya.

f. menJrusun kurikulum pendidikan dan pelatihan
fungsional/teknis fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa.

g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/
teknis Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

h. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa.

i. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan BaranglJasa, ketentuan pelaksanaannya, dan
ketentuan teknisnya;

j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengelola
Pengadaan Barang/ Jasa.

k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan
kode etik Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa.

l. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai.

m. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

n. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
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BAB IV
RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA SESUAI DENGAN

JENJANG JABATAN

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai

berikut:
a. Pengelola Pengadaan Bararrg/Jasa Pertama:

1. membuat dolinrmen rencana kebutuhan pengadaan
barang/jasa (barang, jasa konstruksi, jasa
konsultan, dan jasa lainnya) untuk tingkat dasar;

2. memeriksa kesiapan dan kelengkapan dolmmen
pendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa
(AMDAL, ketersediaan lahan, izrn-izrn, dsb) untuk
tingkat dasar;

3. menyiapkan kebuhrhan sarana dan prasarana
untuk pelaksanaan survei harga pasar untuk
setiap item untuk tingkat dasar;

4. mengumpulkan data dan informasi harga pasar
untuk setiap item untuk tingkat dasar;

5. mengkaji kewajaran harga setiap item dari hasil
survei untuk tingkat dasar;

6. men5rusun laporan hasil survei dan analisis harga
pasar tingkat dasar;

7. mengkaji kebutuhan barang/jasa (barang, jasa
konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya)
untuk tingkat dasar;

8. Men5rusun rencana anggaranlbiaya untuk tingkat
dasar;

9. menJrusun rencana paket pekerjaan pengadaan
barangljasa untuk tingkat dasar;

10. mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan kegiatan
serta menyiapkan r€rncangan keorganisasian
pelaksana pengadaan barang/ jasa untuk tingkat
dasar;

11. men5rusun dan menetapkan organisasi pelaksana
pengadaan barang/jasa untuk tingkat dasar;

12. melakukan pen5rusunan I(AK dan Rencana Umum
Pengadaan Barang/Jasa untuk tingkat dasar;

13. memverifikasi usulan rencana anggaran biaya
kegiatan dari unit-unit kerja untuk tingkat dasar;
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L4. menentukan skala prioritas alokasi anggaran
untuk tingkat dasar;

15. melaksanakan pengumuman rencana umum
pengadaan;

L6. finalisasi Rencana Pelaksanaan Pengadaan
BaranglJasa untuk tingkat dasar;

L7. mengkaji lingkup kegiatan dan tahapan
pelaksanaan pekerjaan swakelola untuk tingkat
dasar;

18. men5rusun kerangka acuan kerja (KAK) swakelola
untuk tingkat dasar;

L9. menJrusun jadwal pelaksanaan pekerjaan
pengadaan barang/jasa dengan swakelola untuk
tingkat dasar ;

20. menJrusun rencana anggar€u1 biaya kegiatan/
pekerjaan swakelola untuk tingkat dasar;

21. menelaah strategi pengadaan barang/jasa untuk
tingkat dasar;

22. menJrusun dan menetapkan strategi pengadaan
bararrgliasa untuk tingkat dasar;

23. menyiapkan bahan evaluasi kebijakan/
ketentuan/pedoman pengadaan barangl jasa yang
digunakan untuk tingkat dasar;

24. melakukan evaluasi terhadap kebijakan/
ketentuan/pedoman pengadaan barangl jasa yang
digunakan untuk tingkat dasar;

25. merencanakan kebutuhan data dan informasi
pengadaan barang/jasa yang digunakan untuk
tahapan perenc€rnaan tingkat dasar;

26. menJrusun rencana ke{a pengelolaan data dan
informasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan
perencanaan tingkat dasar;

27. melaksanakan rencana kerja pengelolaan data dan
informasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan
perenc€rnaan tingkat dasar;

28. melaksanakan monitoring dan evaluasi
pengelolaan data dan informasi pengadaan

barangljasa untuk tahapan perencanaan tingkat
dasar;

29. menJrusun materi/substansi yang akan
dikomunikasikan dan dikoordinasikan dalam
rangka pengadaan barang/jasa untuk tahapan
perencanaan tingkat dasar;
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30. melaksanakan komunikasi pengadaan barartg/
jasa untuk tahapan perencanaan tingkat dasar;

31. melaksanakan koordinasi pengadaan barang/ jasa
untuk tahapan perencanaan tingkat dasar;

32. membuat laporan hasil kesepakatan untuk
tahapan perenc€Lnaan tingkat dasar;

33. mera.nca.ng tata kelola penataan dokumen
pengadaan barang/jasa untuk tahapan
perencanaan tingkat dasar;

34. men5rusun rencana kerja pengelolaan/penataan
dokumen pengadaan barang/jasa unhrk tahapan
perencanaan tingkat dasar;

35. melaksanakan tata kelola penataan dokumen
pengadaan barang/jasa unhrk tahapan
perenc€rnaan tingkat dasar;

36. melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan/
penataan dokumen pengadaan barang/jasa untuk
tahapan perencanaan tingkat dasar;

37. menJrusun indikator dan instmmen evaluasi
kinerja untuk tahapan perenca.naan tingkat dasar;

38. melaksanakan evaluasi kinerja untuk tahapan
perencanaan tingkat dasar;

39. membuat laporan pelaksanaan evaluasi kinerja
untuk tahapan perencanaan tingkat dasar;

40. mengkajiulang paket-paket untuk dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa untuk tingkat
dasar;

4L. membuat perubahan terhadap paket-paket
pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk tingkat
dasar;

42. melakukan finalisasi perencanaErn pemilihan
penyedia barangljasa setelah ada persetujuan dari
PA/KPA untuk tingkat dasar;

43. memeriksa spesifikasi barang yang akan diadakan
untuk tingkat dasar;

44. memeriksa spesifikasi pekerjaan konstruksi yang
akan diadakan untuk tingkat dasar;

45. memeriksa spesifikasi jasa lainnya yang akan
diadakan untuk tingkat dasar;

46. memeriksa spesifikasi jasa konsultansi yang akan
diadakan untuk tingkat dasar;
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47. menyiapkan pen5rusunan dokumen kontrak
pengadaan barang/jasa untuk tingkat dasar;

48. menJrusun HPS sesuai spesilikasi dan harga pasar
untuk tingkat dasar;

49. melakukan identifikasi tahapan kegiatan pemilihan
penyedia barang/jasa untuk tingkat dasar;

50. menJrusun jadwal pemilihan penyedia barang/ jasa
untuk tingkat dasar;

51. menJrusun persyaratan kualifikasi penyedia
bar:ar:gljasa untuk tingkat dasar;

52. melakukan pemilihan dan penetapan metode
penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa unttrk
tingkat dasar;

53. menJrusun dokumen penilaian kualifikasi penyedia
barangljasa untuk tingkat dasar;

54. melakukan persiapan pembukaan dokumen
kualifikasi untuk tingkat dasar;

55. melakukan pembukaan dokumen kualifikasi untuk
tingkat dasar;

56. menyiapkan pen5rusunan dolmmen pemithan
penyedia barangljasa untuk tingkat dasar;

57. melakukan evaluasi dokumen kualifikasi untuk
tingkat dasar;

58. mengumumkan daftar pendek calon penyedia
barang/jasa untuk tingkat dasar;

59. mengumumkan pelaksanaan pengadaan
barartg/jasa untuk tingkat dasar;

60. melakukan persiapan penjelasan dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa untuk tingkat
dasar;

6L. memberikan penjelasan pemilihan penyedia
barangljasa untuk tingkat dasar;

62. menJrusun adendum dokumen pemilihan penyedia
barangljasa untuk tingkat dasar;

63. Melakukan persiapan pembukaan dokumen
penawaran dengan metode satrr sampul untuk
tingkat dasar;

64. melakukan pembukaan dokumen penawaran
dengan metode satrr sampul untuk tingkat dasar;

65. melakukan persiapan pembukaan dokumen
penawaran dengan metode dua sampul untuk
tingkat dasar;



7r.

66.

67.

68.

69.

70.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.
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melakukan pembukaan dolmmen penawaran
administrasi dan teknis dengan metode dua
sampul untuk tingkat dasar;

melakukan pembukaan dokumen penawaran
harga dengan metode dua tahap untuk tingkat
dasar;

menyiapkan dokumen administrasi, teknis, harga,
dan kualifikasi yang akan dievaluasi dengan
metode satu sampul untuk tingkat dasar;

melakukan evaluasi dokumen penawaran
administrasi, teknis, biaya, dan kualifikasi dengan
metode satu sampul untuk tingkat dasar;

menyiapkan dokumen administrasi dan teknis
dengan metode dua sampul untuk tingkat dasar;

melakukan evaluasi dokumen penawaran
administrasi dan teknis dengan metode dua
sampul untuk tingkat dasar;

melakukan evaluasi dokumen penawaran harga
setelah pengumuman peringkat teknis dan masa
sanggah dengan metode dua sampul untuk tingkat
dasar;

menyiapkan dokumen administrasi dan teknis
dengan metode dua tahap untuk tingkat dasar;

melakukan evaluasi dokumen penawar€rn

administrasi dan teknis dengan metode dua tahap
untuk tingkat dasar;

melakukan evaluasi dokumen penawaran harga
setelah pengumuman peringkat teknis dengan
metode dua tahap untuk tingkat dasar;

menetapkan dan mengumumkan pemenang
pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode
satu sampul untuk tingkat dasar;

menetapkan dan mengumumkan peringkat teknis
penyedia barang/jasa dengan metode dua sampul
dan dua tahap untuk tingkat dasar;

menetapkan dan mengumumkan pemenang
pemilihan penyedia barang/ jasa setelah dilakukan
pembukaan sampul dua dengan metode dua
sampul dan dua tahap untuk tingkat dasar;

menetapkan dan mengumumkan pemenang
pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode
pengadaan langsung untuk tingkat dasar;

79.
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80. men5rusun jawaban atas sanggahan
prakualifikasi/hasil peringkat teknis/hasil
pelelangan untuk tingkat dasar;

81. melakukan klarifikasi dan negosiasi untuk tingkat
dasar;

82. membuat surat penunjukkan penyedia barang/
jasa untuk tingkat dasar;

83. menyiapkan penJrusunan dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa dengan sistem e-
Procurement untuk tingkat dasar;

84. melaksanakan pemberian penjelasan untuk
tingkat dasar;

85. melaksanakan pembukaan penawar€rn dan
evaluasi untuk tingkat dasar;

86. menjawab sanggahan untuk tingkat dasar;

87. melaksanakan penandatangana.n kontrak (e-

procurement) untuk tingkat dasar;

88. melakukan Pengadaan Barang Yang Diperlukan
Melalui Sistem e-purchasing unhrk tingkat dasar;

89. melaksanakan penandatanganan kontrak (e-

purclusing) untuk tingkat dasar;

90. merenczLnakan kebutuhan data dan informasi
pengadaan barang/jasa untuk tahapan pemilihan
penyedia tingkat dasar;

91. men5rusun rencana kerja pengelolaan data dan
informasi pengadaan barang/jasa unttrk tahapan
pemilihan penyedia tingkat dasar;

92. melaksanakan rencana kerja pengelolaan data dan
informasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan
pemilihan penyedia tingkat dasar;

93. melaksanakan monitoring dan evaluasi
pengelolaan data dan informasi pengadaan
barang/jasa untuk tahapan pemilihan penyedia
tingkat dasar;

94. menJrusun materi/substansi yang akan
dikomunikasikan dan dikoordinasikan dalam
rangka pengadaan barang/jasa untuk tahapan
pemilihan penyedia tingkat dasar;

95. melaksanakan komunikasi pengadaan barang/
jasa untuk tahapan pemilihan penyedia tingkat
dasar;
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96. melaksanakan koordinasi pengadaan barang/ jasa
untuk tahapan pemilihan penyedia tingkat dasar;

97. membuat laporan hasil kesepakatan untuk
tahapan pemilihan penyedia tingkat dasar;

98. merancang tata kelola penataan dokumen
pengadaan barartg/jasa untuk tahapan pemilihan
penyedia tingkat dasar;

99. menJrusun rencana keda pengelolaan/penataan
dokumen pengadaan barang/jasa untuk tahapan
pemilihan penyedia tingkat dasar;

1OO. melaksanakan tata kelola penataan dokumen
pengadaan banng/jasa untuk tahapan pemilihan
penyedia tingkat dasar;

101. melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan/
penataan dokumen pengadaan barang/jasa untuk
tahapan pemilihan penyedia tingkat dasar;

1O2. men5rusun indikator dan instrumen evaluasi
kinerja untuk tahapan pemilihan penyedia tingkat
dasar;

1O3. melaksanakan evaluasi kinerja untuk tahapan
pemilihan penyedia tingkat dasar;

1O4. membuat laporan pelaksanaan evaluasi kinerja
untuk tahapan pemilihan penyedia tingkat dasar;

105. meneliti kelengkapan dan isi rancangan dokumen
kontrak untuk tingkat dasar;

106. menetapkan besaran jaminan pelaksanaan dan
jaminan uang muka untuk tingkat dasar;

1O7. meneliti jaminan pelaksanaan dan jaminan uang
muka untuk tingkat dasar;

1O8. menyusun dokumen kontrak untuk tingkat dasar;

109. membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/
Surat Pesanan (SP)/Surat Perintah Kerja sesuai
dengan dokumen kontrak untuk tingkat dasar;

l lO. melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan
pekedaan (pre construction meeting/kick of
meeting) untuk tingkat dasar;

1 1 1. men5rusun program mutu untuk pelaksanaan
kontrak untuk tingkat dasar;

112. menyusun rencana mobilisasi SDM dan peralatan
untuk tingkat dasar;
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113. menginspeksi dan menyerahkan lokasi kerja sesuai
dengan kontrak kepada penyedia barang/jasa
untuk tingkat dasar;

114. menerbitkan Surat Perintah Membayar uang muka
kerja (UMK) sesuai dengan ketentuan untuk
tingkat dasar;

115. membentuk Tim Teknis/Kelompok Kerja sesuai

dengan kebuhrhan untuk tingkat dasar;

116. melakukan verifikasi program manajemen muhr
pengadaan barang/jasa untuk tingkat dasar;

117. melakukan penetapan program manajemen mutrr
pengadaan barangliasa untuk tingkat dasar;

118.melakukan monitoring pelaksanaan program
manajemen mutrr untuk tingkat dasar;

l Lg. mengevaluasi pelaksanaan program manajemen
mutu untuk tingkat dasar;

12O. melaksanakan pengendalian pelaksanaan program
manajemen mutu untuk tingkat dasar;

121. melakukan verifikasi program manajemen risiko
pengadaan baffingljasa untuk tingkat dasar;

122. melaksanakan program manajemen risiko
pengadaan barangljasa untrrk tingkat dasar;

123. melaksanakan monitoring pelaksanaan program
manajemen risiko untuk tingkat dasar;

L24. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program
manajemen risiko untuk tingkat dasar;

125. melaksanakan pengendalian pelaksanaan program
manajemen risiko untuk tingkat dasar;

126.melaksanakan pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan untuk tingkat dasar;

l27.melal<rtkan penilaian prestasi untuk tingkat dasar;

128. melakukan penetapan pembayaran untuk tingkat
dasar;

l29.memverifikasi dokumen kemajuan pelaksanaan
pekerjaan untuk tingkat dasar;

130. melakukan penghitungan bobot pekerjaan selesai

untuk tingkat dasar;

131. melakukan pembayaran sesuai kemajuan
pekerjaan untuk tingkat dasar;
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132. memeriksa rekapitulasi pembayaran dengan
rencana pembayaran pada periode yang ditentukan
untuk tingkat dasar;

133. menginventarisasi jaminan kontrak dan sertifikat
garansi untuk tingkat dasar;

134. melakukan pengamanan jaminan kontrak dan
sertifikat garansi untuk tingkat dasar;

135. melakukan peninjauan ulang jaminan kontrak
untuk tingkat dasar;

136. melakukan pencairan jaminan kontrak untuk
tingkat dasar;

137.melakukan pengkajian perbedaan/perselisihan
pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa
untuk tingkat dasar;

138. melakukan penyelesaian perbedaan/perselisihan
pelaksanaan kontrak berdasarkan alternatif yang
ditetapkan untuk tingkat dasar;

139. melakukan pembuatan perubahan dokumen
kontrak pengadaan barang/jasa untuk tingkat
dasar;

140. mengevaluasi kegagalan pelaksanaan teknis
kontrak untuk tingkat dasar;

141. melakukan penanganan kegagalan teknis
pelaksanaan kontrak untuk tingkat dasar;

L42. mengidentifikasi hal-hal yang dapat
mengakibatkan pemutusan kontrak pengadaan
barang/jasa sebelum masa kontrak berakhir
untuk tingkat dasar;

143. melakukan tindak lanjut hasil rekomendasi
pemutusan/pelanjutan kontrak pengadaan
barangljasa untuk tingkat dasar;

144. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan
pengadaan barartg/jasa untuk tingkat dasar;

145. membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan
untuk tingkat dasar;

146. melakukan penyerahan barang menjadi barang
milik negaraldaerah untuk tingkat dasar;

L47 . melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan
swakelola oleh Penanggungiawab Anggaran/
Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola/
Kelompok Masyarakat untuk tingkat dasar;
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148. melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dengan swakelola untuk tingkat
dasar;

l49.melakukan evaluasi pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dengan swakelola untuk tingkat
dasar;

150. menyiapkan laporan pelaksanaan pengadaan
barang/jasa;

151.. menSrusun laporan pelaksanaan pengadaan
barang/jasa;

152. merencanakan kebuhrhan data dan informasi
pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen kontrak tingkat dasar;

153. men5rusun rencana kerja pengelolaan data dan
informasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen kontrak tingkat dasar;

154. melaksanakan rencana kerja pengelolaan data dan
informasi pengadaan barang/jasa unhrk tahapan
manajemen kontrak tingkat dasar;

155. melaksanakan monitoring dan evaluasi
pengelolaan data dan informasi pengadaan
barang/jasa untrrk tahapan manajemen kontrak
tingkat dasar;

156. menyusun materi/substansi yang akan
dikomunikasikan dan dikoordinasikan dalam
rangka pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen kontrak tingkat dasar;

l5T.melaksanakan komunikasi pengadaan barang/
jasa untuk tahapan manajemen kontrak tingkat
dasar;

158. melaksanakan koordinasi pengadaan barang/jasa
untuk tahapan manajemen kontrak tingkat dasar;

159. membuat laporan hasil kesepakatan untuk
tahapan manajemen kontrak tingkat dasar;

160. merancang tata kelola penataan dokumen
pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen kontrak tingkat dasar;

16L.menyusun rencana kerja pengelolaan/penataan
dokumen pengadaan barang /jasa untuk tahapan
manajemen kontrak tingkat dasar;

162. melaksanakan tata kelola penataan dokumen
pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen kontrak tingkat dasar;
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l.63.melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan/
penataan dokumen pengadaan barang/jasa untuk
tahapan manajemen kontrak tingkat dasar;

164. menyusun indikator dan instrumen evaluasi
kinerja untuk tahapan manajemen kontrak tingkat
dasar;

165. melaksanakan evaluasi kinerja untuk tahapan
manajemen kontrak tingkat dasar;

166. membuat laporan pelaksanaan evaluasi kineda
untuk tahapan manqjemen kontrak tingkat dasar;

167. menyiapkan dokumen aset (SIMAK) hasil
pengadaan untuk tingkat dasar;

168. menginventarisasi pedoman pemanfaatan,
pemeliharaan dan pengamanan (PPP) untuk
tingkat dasar;

169. menyampaikan dokr.rmen pedoman operasi standar
(SOP) untuk pemanfaatan, pemeliharaan dan
pengamanan untuk tingkat dasar;

170. menyampaikan informasi asset dan pedoman PPP

hasil PBJ untuk tingkat dasar;

171 . mengumpulkan data dan informasi kebutuhan
pengadaan yang mendukung fungsi aset untuk
tingkat dasar;

L72.menyusun daftar usulan pengadaan barang/jasa
untuk aset yang ada dalam rangka penrusunan
Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk tingkat
dasar;

173. merencanakan kebutuhan data dan informasi
pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen informasi aset tingkat dasar;

174. menyusun rencana kerja pengelolaan data dan
informasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen informasi aset tingkat dasar;

175. melaksanakan rencana kerja pengelolaan data dan
informasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen informasi aset tingkat dasar;

176. melaksanakan monitoring dan evaluasi
pengelolaan data dan informasi pengadaan
bamngljasa untuk tahapan manajemen informasi
aset tingkat dasar;
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177. menyusun materi/substansi yang akan
dikomunikasikan dan dikoordinasikan dalam
rangka pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen informasi aset tingkat dasar;

lT8.melaksanakan komunikasi pengadaan barang/
jasa untuk tahapan manajemen informasi aset
tingkat dasar;

179. melaksanakan koordinasi pengadaan barang/jasa
untuk tahapan manajemen informasi aset tingkat
dasar;

18O. membuat laporan hasil kesepakatan untuk
tahapan manajemen informasi aset tingkat dasar;

181. merancang tata kelola penataan dokumen
pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen informasi aset tingkat dasar;

182. men5rusun rencana ke{a pengelolaan/penataan
dokumen pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen informasi aset tingkat dasar;

183. melaksanakan tata kelola penataan dokumen
pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen informasi aset tingkat dasar;

184.melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan/
penataan dokumen pengadaan barangljasa untuk
tahapan manajemen informasi aset tingkat dasar;

185. men5rusun indikator dan instmmen evaluasi
kinerja untuk tahapan manajemen informasi aset
tingkat dasar;

186. melaksanakan evaluasi kinerja untuk tahapan
manajemen informasi aset tingkat dasar; dan

187. membuat laporan pelaksanaan evaluasi kinerja
untuk tahapan manajemen informasi aset tingkat
dasar.

Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Muda:

1. membuat dokumen rencana kebutuhan pengadaan
barang/jasa untuk tingkat lanjut;

2. memeriksa kesiapan dan kelengkapan dokumen
pendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa
(AMDAL, ketersediaan lahan, tzin-izin, dsb) unhrk
tingkat lanjut;

3. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana
untuk pelaksanaan survei harga pasar untuk
setiap item unttrk tingkat menengah;



-20-

4. mengumpulkan data dan informasi harga pasar
untuk setiap item untuk tingkat menengah;

5. mengkaji kewajaran harga setiap item dari hasil
survei untuk tingkat menengah;

6. menrusun laporan hasil survei dan analisis harga
pasar tingkat menengah;

7. mengkaji kebutuhan barang/jasa (barang, jasa
konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya)
untuk tingkat lanjut;

8. men5rusun rencana a.nggaran/biaya untuk tingkat
lanjut;

9. menJrusun renca.na paket pekerjaan pengadaan
baffir:eliasa untuk tingkat lanjut;

10. mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan kegiatan
serta menyiapkan ranca.ngan keorganisasian
pelaksana pengadaan barang/jasa untuk tingkat
lanjut;

11. men5rusun dan menetapkan organisasi pelaksana
pengadaan barartgljasa untuk tingkat lanjut;

L2. melakukan pen5rusunan I(AK dan Rencana Umum
Pengadaan Barang/ Jasa untrrk tingkat menengah ;

13. memverifikasi usulan renc€u1a anggaran biaya
kegiatan dari unit-unit kerja untuk tingkat
menengah;

L4. menentukan skala prioritas alokasi anggaran
untuk tingkat menengah;

15. finalisasi rencana pelaksanaan pengadaan
barangljasa untuk tingkat lanjut;

16. mengkaji lingkup kegiatan dan tahapan
pelaksanaan pekerjaan swakelola untuk tingkat
lanjut;

L7. men5rusun kerangka acuan kerja (KAK) swakelola
untuk tingkat lanjut;

18. menJrusun jadwal pelaksanaan pekerjaan
pengadaan barangljasa dengan swakelola untuk
tingkat lanjut;

L9. menrusun rencana anggara.n biaya kegiatan/
pekerjaan swakelola untuk tingkat lanjut;

20. menelaah strategi pengadaan barang/jasa untuk
tingkat menengah;

2L. menJrusun dan menetapkan strategi pengadaan
barang I jasa untuk tingkat menengah;
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25.

26.

27.

28.

29.

30.
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menyiapkan bahan evaluasi kebijakan/
ketentuan/pedoman pengadaan barang/jasa
untrrk tingkat menengah;

melakukan evaluasi terhadap kebijakan/
ketentuan/pedoman pengadaan barang/ jasa yang
digunakan untuk tingkat menengah;

merencanakan kebutuhan data dan informasi
pengadaan barang/jasa untuk tahapan
perenc€rnaan tingkat menengah;

menJrusun rencana kerja pengelolaan data dan
informasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan
perencanaan tingkat menengah;

melaksanakan rencana kerja pengelolaan data dan
informasi pengadaan barang/jasa unhrk tahapan
perencanaan tingkat menengah;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
pengelolaan data dan informasi pengadaan
barangljasa untuk tahapan perencanaan tingkat
menengah;

menJrusun materi/ substansi yang akan
dikomunikasikan dan dikoordinasikan dalam
rangka pengadaan barang/jasa untuk tahapan
perenc€rnaan tingkat menengah;

melaksanakan komunikasi pengadaan banng/
jasa untuk tahapan perencanaan tingkat
menengah;

melaksanakan koordinasi pengadaan barang/jasa
untuk tahapan perencanaan tingkat menengah;

membuat laporan hasil kesepakatan untuk
tahapan perencanaan tingkat menengah;

meranc€u1g tata kelola penataan dokumen
pengadaan barang/jasa unhrk tahapan
perenca.naan tingkat menengah;

menJrusun renca.na ke{a pengelolaan/penataan
dokumen pengadaan barangljasa untuk tahapan
perencanaan tingkat menengah;

melaksanakan tata kelola penataan dokumen
pengadaan barang/jasa untuk tahapan
perencanaan tingkat menengah;

melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan/
penataan dokumen pengadaan barangljasa untuk
tahapan perencanaan tingkat menengah;

31.

32.

33.

34.

35.
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36. menJrusun indikator dan instnrmen evaluasi
kinerja untuk tahapan perencanaan tingkat
menengah;

37. melaksanakan evaluasi kinerja unttrk tahapan
perenca.naan tingkat menengah;

38. membuat laporan pelaksanaan evaluasi kinerja
untuk tahapan perencanaan tingkat menengah;

39. mengkajiulang paket-paket untuk dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa untuk tingkat
lanjut;

40. membuat perubahan terhadap paket-paket
pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk tingkat
lanjut;

4I. melakukan finalisasi perencana€rn pemilihan
penyedia barang/jasa setelah ada persetujuan dari
PA/KPA untuk tingkat lanjut;

42. memeriksa spesifikasi barang yang akan diadakan
untuk tingkat lanjut;

43. memeriksa spesifikasi pekerjaan konstruksi yang
akan diadakan untuk tingkat lanjut;

44. memeriksa spesifikasi jasa lainnya yang akan
diadakan untuk tingkat lanjut;

45. memeriksa spesifikasi jasa konsultansi yang akan
diadakan untuk tingkat lanjut;

46. menyiapkan penJrusunan dokumen kontrak
pengadaan barang/jasa unutuk tingkat lanjut;

47. menJrusun HPS sesuai spesifikasi dan harga pasar
untuk tingkat menengah;

48. melakukan identifikasi tahapan kegiatan pemilihan
penyedia barang/jasa untuk tingkat lanjut;

49. menJrusun jadwal pemilihan penyedia barang/jasa
untuk tingkat lanjut;

50. menJrusun persyaratan kualifikasi penyedia
barang/jasa untuk tingkat lanjut;

51. melakukan pemilihan dan penetapan metode
penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa untuk
tingkat lanjut;

52. menJrusun dokumen penilaian lmalifikasi penyedia
barartg/ jasa untuk tingkat lanjut;

53. melakukan persiapan pembukaan dokumen
kualifikasi untuk tingkat lanjut;
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melakuk€rn pembukaan dokumen kualifikasi untuk
tingkat lanjut;

menyiapkan penJrusunan dokumen pemilihan
penyedia barangljasa untuk tingkat lanjut;

melakukan evaluasi dokumen kualifikasi unhrk
tingkat lanjut;

mengumumkan daftar pendek calon penyedia
bar:ar:eliasa untuk tingkat lanjut;

menyiapkan dokumen administrasi, teknis, harga,
dan kualifikasi yang akan dievaluasi dengan
metode satu sampul untuk tingkat lanjut;

melakukan evaluasi dokumen penawaran
administrasi, teknis, biaya, dan kualifikasi dengan
metode satu sampul untuk tingkat lanjut;

menyiapkan dokumen administrasi dan teknis
dengan metode dua sampul untuk tingkat lanjut;

melakukan evaluasi dokumen penawaran
administrasi dan teknis dengan metode dua

55.

56.

57.

sampul untuk tingkat lanjut;

62. melakukan evaluasi dokumen penawaran harga
setelah pengumuman peringkat teknis dan masa
sanggah dengan metode dua sampul untuk

63.

tingkat lanjut;

menyiapkan dokumen administrasi dan teknis
dengan metode dua tahap untuk tingkat lanjut;

melakukan evaluasi dokumen penawaran
administrasi dan teknis dengan metode dua tahap
untuk tingkat lanjut;

melakukan evaluasi dolimmen penawaran harga
setelah pengumuman peringkat teknis dengan
metode dua tahap untuk tingkat lanjut;

menetapkan dan mengumumkan pemenang
pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode
satu sampul untuk tingkat lanjut;

menetapkan dan mengumumkan peringkat teknis
penyedia bamngljasa dengan metode dua sampul
dan dua tahap untuk tingkat dasar;

menetapkan dan mengumumkan pemenang
pemilihan penyedia bamngl jasa setelah dilakukan
pembukaan sampul dua dengan metode dua
sampul dan dua tahap untrrk tingkat lanjut;

64.

65.

58.

59.

60.

66.

67.

68.
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69. menetapkan dan menglrmumkan pemenang
pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode
pengadaan langsung untuk tingkat lanjut;

70. menJrusun jawaban atas sanggahan
prakualifikasi/hasil peringkat teknis/hasil
pelelangan untuk tingkat menengah;

7I. melakukan klarifikasi dan negosiasi unutuk
tingkat menengah;

72. membuat surat penunjukkan penyedia barang/
jasa untuk tingkat lanjut;

73. menyiapkan pen5rusun€rn dolmmen pemilihan
penyedia barartg/ jasa dengan sistem e-procurement
untuk tingkat lanjut;

74. melaksanakan pemberian penjelasan untuk
tingkat lanjut;

75. melaksanakan pembukaan penawaran dan
evaluasi untuk tingkat lanjut;

76. menjawab sanggahan untuk tingkat lanjut;

77. melaksanakan penandatanganan kontrak (e-

proeurement) untuk tingkat lanjut;

78. melakukan pengadaan barang yang diperlukan
melalui sistem e-purchasfng unhrk tingkat lanjut;

79. melaksanakan penandatanganan kontrak (e-

purchasing) untuk tingkat lanjut;

80. merencanakan kebutuhan data dan informasi
pengadaan banngljasa untuk tahapan pemilihan
penyedia tingkat menengah;

81. men5rusun rencana kerja pengelolaan data dan
informasi pengadaan barang/jasa unhrk tahapan
pemilihan penyedia tingkat menengah;

82. melaksanakan rencana kerja pengelolaan data dan
informasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan
pemilihan penyedia tingkat menengah;

83. melaksanakan monitoring dan evaluasi
pengelolaan data dan informasi pengadaan
barang/jasa untuk tahapan pemilihan penyedia
tingkat menengah;

84. men5rusun materi/substansi yang akan
dikomunikasikan dan dikoordinasikan dalam
rangka pengadaan barang/jasa untuk tahapan
pemilihan penyedia tingkat menengah;
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85. melaksanakan komunikasi pengadaan barang/
jasa untuk tahapan pemilihan penyedia tingkat
menengah;

86. melaksanakan koordinasi pengadaan barang/jasa
untuk tahapan pemilihan penyedia tingkat
menengah;

87. membuat laporan hasil kesepakatan untuk
tahapan pemilihan penyedia tingkat menengah;

88. merancang tata kelola penataan dokumen
pengadaan barangljasa untuk tahapan pemilihan
penyedia tingkat menengah;

89. men5rusun rencana kerja pengelolaanf penataan
dokumen pengadaan banrtg/jasa untrrk tahapan
pemilihan penyedia tingkat menengah;

90. melaksanakan tata kelola penataan dokr-rmen
pengadaan barang/jasa untuk tahapan pemilihan
penyedia tingkat menengah;

91. melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan/
penataan dokumen pengadaan barang/jasa untrrk
tahapan pemilihan penyedia tingkat menengah;

92. men5rusun indikator dan instrumen evaluasi
kinerja untuk tahapan pemilihan penyedia tingkat
menengah;

93. melaksanakan evaluasi kinerja untuk tahapan
pemilihan penyedia tingkat menengah;

94. membuat laporan pelaksanaan evaluasi kinerja
untuk tahapan pemilihan penyedia tingkat
menengah;

95. meneliti kelengkapan dan isi rancangan dokumen
kontrak untuk tingkat lanjut;

96. menetapkan besaran jaminan pelaksanaan dan
jaminan uang muka untuk tingkat lanjut;

97. meneliti jaminan pelaksanaan dan jaminan uang
muka untuk tingkat lanjut;

98. menJrusun dokumen kontrak untuk tingkat lanjut;

99. membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat
Pesanan (SP)/Surat Perintah Kerja sesuai dengan
dokumen kontrak untuk tingkat lanjut;

lOO. melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan
pekerjaan Qtre consfiuction meeting/kick of meetingl
untuk tingkat lanjut;
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101. menyusun progrErm mutu unttrk pelaksanaan
kontrak untuk tingkat lanjut;

1O2. menyusun rencana mobilisasi SDM dan peralatan
untuk tingkat lanjut;

L03. menginspeksi dan menyerahkan lokasi kerja sesuai
dengan kontrak kepada penyedia barang/jasa
untuk tingkat lanjut;

104. menerbitkan Surat Perintah Membayar uang muka
kerja (UMK) sesuai dengan ketentuan unhrk
tingkat lanjut;

lO5. membentuk Tim Teknis/Kelompok Kerja sesuai
dengan kebutuhan untuk tingkat lanjut;

106. melakukan verifikasi program manajemen mutu
pengadaan barang / jasa untuk tingkat menengah ;

107. melakukan penetapan program manqjemen mutur
pengadaan barang/ jasa untuk tingkat menengah;

108. melakukan monitoring pelaksanaan program
manajemen mutu untuk tingkat menengah;

lO9.mengevaluasi pelaksanaan program manajemen
mutu untuk tingkat menengah;

1 10. melaksanakan pengendalian pelaksanaan program
manajemen mutu untuk tingkat menengah;

lll.melakukan verifikasi program manajemen risiko
pengadaan barang/j asa untuk tingkat menengah;

112. melaksanakan program manajemen risiko
pengadaan barang/ jasa untuk tingkat menengah;

l 13. melaksanakan monitoring pelaksanaan program
manajemen risiko untuk tingkat menengah;

114. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program
manajemen risiko untuk tingkat menengah;

1 15. melaksanakan pengendalian pelaksanaan program
manajemen resiko untuk tingkat menengah;

l 16. melaksanakan pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan pekerj aan ;

117. melakukan penilaian prestasi untuk tingkat lanjut;

118. melakukan penetapan pembayaran untuk tingkat
lanjut;

L L9. memverifikasi dokumen kemajuan pelaksanaan
pekedaan untuk tingkat lanjut;

120. melakukan penghitungan bobot pekerjaan selesai
untuk tingkat lanjut;
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121. melakukan pembayaran sesuai kemajuan
pekerjaan untuk tingkat lanjut;

L22. merneriksa rekapitulasi pembayaran dengan
rencana pembayaran pada periode yang ditentukan
untuk tingkat lanjut;

123. menginventarisasi jaminan kontrak dan sertilikat
garansi untuk tingkat lanjut;

124. melakukan pengam€u-ran jaminan kontrak dan
sertifikat garansi untuk tingkat lanjut;

125.melakukan peninjauanulang jaminan kontrak
untuk tingkat lanjut;

126. melakukan pencairan jaminan kontrak untuk
tingkat lanjut;

L2T.melalntkan pengkajian perbedaan/perselisihan
pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa
untuk tingkat menengah;

128. melakukan penyelesaian perbedaan/perselisihan
pelaksanaan kontrak berdasarkan alternatif yang
ditetapkan untuk tingkat menengah;

L29. melakukan pembuatan pembahan dokumen
kontrak pengadaan barang/jasa untuk tingkat
lanjut;

130. mengevaluasi kegagalan pelaksanaan teknis
kontrak untuk tingkat menengah;

131. melakukan penanganan kegagalan teknis
pelaksanaan kontrak untuk tingkat menengah;

132. mengidentifikasi hal-hal yang dapat
mengakibatkan pemutusan kontrak pengadaan
barang/jasa sebelum masa kontrak berakhir
untuk tingkat menengah;

133. melakukan tindak lanjut hasil rekomendasi
pemutusan/pelanjutan kontrak pengadaan
barartg/ jasa untuk tingkat menengah;

134. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan
pengadaan barcng/jasa untuk tingkat menengah;

135. membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan
untuk tingkat menengah;

136. melakukan penyerahan barang menjadi barang
milik negaraldaerah untuk tingkat lanjut;

l3T.melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan
swakelola oleh Penanggungiawab Anggaran/
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Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola/
Kelompok Masyarakat untuk tingkat lanjut;

138. melakukan pengawas€rn pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dengan swakelola untuk tingkat
menengah;

139. melakukan evaluasi pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dengan swakelola untuk tingkat
menengah;

140. merencanakan kebuhrhan data dan informasi
pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen kontrak tingkat menengah;

141. menyusun rencana kerja pengelolaan data dan
informasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen kontrak tingkat menengah;

L42.metaksanakan rencana kerja pengelolaan data dan
informasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen kontrak tingkat menengah;

143. melaksanakan monitoring dan evaluasi
pengelolaan data dan informasi pengadaan
barang/jasa untuk tahapan manajemen kontrak
tingkat menengah;

144. menyusun materi/substansi yang akan
dikomunikasikan dan dikoordinasikan dalam
rangka pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen kontrak tingkat menengah;

L45.melaksanakan komunikasi pengadaan barang/
jasa untuk tahapan manajemen kontrak tingkat
menengah;

L46. melaksanakan koordinasi pengadaan barang/ jasa
untuk tahapan manajemen kontrak tingkat
menengah;

147 . membuat laporan hasil kesepakatan untuk
tahapan manajemen kontrak tingkat menengah;

148. merancang tata kelola penataan dokumen
pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen kontrak tingkat menengah;

L49.menyusun rencana kerja pengelolaan/penataan
dolrmmen pengadaan barangljasa untuk tahapan
manajemen kontrak tingkat menengah;

150. melaksanakan tata kelola penataan dokumen
pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen kontrak tingkat menengah;
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151. melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan/
penataan dokumen pengadaan barang/jasa untuk
tahapan manajemen kontrak tingkat menengah;

152. menyusun indikator dan instrumen evaluasi
kinerja pada tahap manajemen kontrakuntuk
tahapan manajemen kontrak tingkat menengah;

153. melaksanakan evaluasi kinerja untuk tahapan
manajemen kontrak tingkat menengah;

154. membuat laporan pelaksanaan evaluasi kinerja
untuk tahapan manajemen kontrak tingkat
menengah;

155. menyiapkan dokumen aset (SIMAK) hasil
pengadaan untuk tingkat lanjut;

156. menginventarisasi pedoman pemanfaatan,
pemeliharaan dan pengamanan (PPP) untuk
tingkat lanjut;

157. menyampaikan dokumen pedoman operasi standar
(SOP) untuk pemanfaatan, pemeliharaan dan
pengamanan untuk tingkat lanjut;

158. menyampaikan informasi aset dan pedoman PPP

hasil PBJ unhrk tingkat lanjut;

159. mengumpulkan data dan informasi kebutuhan
pengadaan yang mendukung fungsi aset untuk
tingkat menengah;

160. menyusun daftar usulan pengadaan barang/jasa
untuk aset yang ada dalam rangka penJrusunan

Rencana Umum Pengadaan (RUP) unhrk tingkat
menengah;

161. merencanakan kebutuhan data dan informasi
pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen informasi aset tingkat menengah;

1.62. men5rusun rencana kerja pengelolaan data dan
informasi pengadaan barang/jasa unttrk tahapan
manajemen informasi aset tingkat menengah;

163. melaksanakan rencana kerja pengelolaan data dan
informasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen informasi aset tingkat menengah;

164. melaksanakan monitoring dan evaluasi
pengelolaan data dan informasi pengadaan

banngljasa untuk tahapan manajemen informasi
aset tingkat menengah;
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165. menyusun materi/substansi yang akan
dikomunikasikan dan dikoordinasikan dalam
rangka pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen informasi aset tingkat menengah;

L66.melaksanakan komunikasi pengadaan barang/
jasa untuk tahapan manajemen informasi aset
tingkat menengah;

167 . melaksanakan koordinasi pengadaan barang/ jasa
untuk tahapan manajemen informasi aset tingkat
menengah;

168. membuat laporan hasil kesepakatan untuk
tahapan manajemen informasi aset tingkat
menengah;

169. merancang tata kelola penataan dokumen
pengadaan barang/jasa unttrk tahapan
manajemen informasi aset tingkat menengah; dan

170.men5rusun rencana kerja pengelolaan/penataan
dokumen pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen informasi aset tingkat menengah;

L71. melaksanakan tata kelola penataan dokumen
pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen informasi aset tingkat menengah;

172.melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan/
penataan dokumen pengadaan banng/jasa untuk
tahapan manajemen informasi aset tingkat
menengah;

173. menSrusun indikator dan instnrmen evaluasi
kinerja untuk tahapan manajemen informasi aset
tingkat menengah;

I74. melaksanakan evaluasi kinerja untuk tahapan
manajemen informasi aset tingkat menengah;dan

175. membuat laporan pelaksanaan evalusi kinerja
untuk tahapan manajemen informasi aset tingkat
menengah.

Pengelola Pengadaan Barartg/ Jasa Madya:

1. menyiapkan kebuhrhan sarana dan prasarana
untuk pelaksanaan surwei harga pasar untuk
setiap item unhrk tingkat lanjut;

2. mengumpulkan data dan informasi harga pasar
untuk setiap item untuk tingkat lanjut;

3. mengkaji kewajaran harga setiap item dari hasil
survei untuk tingkat lanjut;
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8.

4.

5.

6.

9.

10.

11.

L2.

13.

L4.

15.

16.

17.

18.

L9.
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menJrusun laporan hasil survei dan analisis harga
pasar untuk tingkat lanjut;

melakukan penJrusunan I(AK dan Rencana Umum
Pengadaan Barang/Jasa untuk tingkat lanjut;

memverifikasi usulan rencana anggaran biaya
kegiatan dari unit-unit kerja untuk tingkat lanjut;

menentukan skala prioritas alokasi anggaran
untuk tingkat lanjut;

menelaah strategi pengadaan banrtg/jasa unhrk
tingkat lanjut;

men5rusun dan menetapkan strategi pengadaan
barang/jasa untuk tingkat lanjut;

menyiapkan bahan evaluasi kebijakan/
ketentuan/pedoman pengadaan barang/jasa
untuk tingkat lanjut;

melakukan evaluasi terhadap kebijakan/
ketentuan/pedoman pengadaan barang/ jasa yang
digunakan untuk tingkat lanjut;

merencanakan kebuhrhan pengelolaan informasi
pengadaan barang/jasa untuk tahapan
perencanaan tingkat lanjut;

menJrusun rencana kerja pengelolaan informasi
pengadaan barang/jasa untuk tahapan
perencanaan tingkat lanjut;

melaksanakan rencana kerja pengelolaan
informasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan
perencanaan tingkat lanjut;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa
untuk tahapan perencanaan tingkat lanjut;

men5rusun materi/ substansi yang akan
dikomunikasikan dan dikoordinasikan dalam
rangka pengadaan barang/jasa untuk tahapan
perencanaan tingkat lanjut;

melaksanakan komunikasi pengadaan barangl
jasa untuk tahapan perencanaan tingkat lanjut;

melaksanakan koordinasi pengadaan barang/ jasa
untuk tahapan perencanaan tingkat lanjut;

membuat laporan hasil kesepakatan untuk
tahapan perencanaan tingkat lanjut;
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20. mer€rncang tata kelola penataan dokumen
pengadaan barang/jasa untuk tahapan
perenca.naan tingkat lanjut;

2I. menJrusun rencana kerja pengelolaanf penataarr
dokumen pengadaan barang/jasa untuk tahapan
perencanaan tingkat lanjut;

22. melaksanakan tata kelola penataan dokumen
pengadaan barang/jasa untuk tahapan

23.

perenc€rnaan tingkat lanjut;

melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan/
penataan dokrmen pengadaan barangljasa untuk
tahapan perenc€rnaan tingkat lanjut;

menJrusun indikator dan instnrmen evaluasi
kinerja untuk tahapan perencanaan tingkat lanjut;

melaksanakan evaluasi kinerja untuk tahapan
perenc€rnaan tingkat lanjut;

membuat laporan pelaksanaan evaluasi kinerja
untuk tahapan perencanaan tingkat lanjut;

menJrusun HPS sesuai spesifikasi dan harga pasar
untuk tingkat lanjut;

menJrusun jawaban atas sanggahan prakualilikasi
/hasil peringkat teknis/hasil pelelangan untuk
tingkat lanjut;

melakukan klarifikasi dan negosiasi untuk tingkat
lanjut;

merencanakan kebutuhan data dan informasi
pengadaan barangljasa untuk tahapan pemilihan
penyedia tingkat lanjut;

men5rusun rencana kerja pengelolaan data dan
informasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan
pemilihan penyedia tingkat lanjut;

melaksanakan rencana kerja pengelolaan data dan
informasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan
pemilihan penyedia tingkat lanjut;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
pengelolaan data dan informasi pengadaan
barang/jasa untuk tahapan pemilihan penyedia
tingkat lanjut;

menJrusun materi/ substansi yang akan
dikomunikasikan dan dikoordinasikan dalam
rangka pengadaan barang/jasa unhrk tahapan
pemilihan penyedia tingkat lanjut;

24.

25.

26.

27.

28.

29.

31.

30.

32.

33.

34.
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37.

38.

39.

40.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.
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melaksanakan komunikasi pengadaan barang/
jasa untuk tahapan pemilihan penyedia tingkat
lanjut;

melaksanakan koordinasi pengadaan barang/jasa
untuk tahapan pemilihan penyedia tingkat lanjut;

membuat laporan hasil kesepakatan unttrk
tahapan pemilihan penyedia tingkat lanjut;

merancang tata kelola penataan dolmmen
pengadaan barangljasa untuk tahapan pemilihan
penyedia tingkat lanjut;

men5rusun rencana kerja pengelolaan/penataan
dokumen pengadaan barang/jasa untrrk tahapan
pemilihan penyedia tingkat lanjut;

melaksanakan tata kelola penataan dokumen
pengadaan barang/jasa untuk tahapan pemilihan
penyedia tingkat lanjut;

melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan/
penataan dokumen pengadaan barangl jasa unturk
tahapan pemilihan penyedia tingkat lanjut;

menJrusun indikator dan instmmen evaluasi
kinerja untuk tahapan pemilihan penyedia tingkat
lanjut;

melaksanakan evaluasi kinerja unhrk tahapan
pemilihan penyedia tingkat lanjut;

membuat laporan pelaksanaan evaluasi kinerja
untuk tahapan pemilihan penyedia tingkat lanjut;

melakukan verifikasi program manajemen mutu
pengadaan barangljasa untuk tingkat lanjut;

melakukan penetapan program manajemen mutu
pengadaan barangljasa untrrk tingkat lanjut;

melakukan monitoring pelaksanaan program
manajemen mutu unhrk tingkat lanjut;

mengevaluasi pelaksanaan program manajemen
mutu untuk tingkat lanjut;

melaksanakan pengendalian pelaksanaan program
manajemen mutu untuk tingkat lanjut;

melakukan verifikasi program manajemen risiko
pengadaan barangljasa untuk tingkat lanjut;

melaksanakan program manajemen risiko
pengadaan barang/jasa untuk tingkat lanjut;

melaksanakan monitoring pelaksanaan progr€rm

manajemen risiko unhrk tingkat lanjut;

50.

51.

52.
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54.
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melaksanakan evaluasi pelaksanaan progra.m

manajemen risiko untuk tingkat lanjut;

melaksanakan pengendalian pelaksanaan program
manajemen risiko untuk tingkat lanjut;

melakukan pengkajian perbedaan/perselisihan
pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa
untuk tingkat lanjut;

melakukan penyelesaian perbedaan/perselisihan
pelaksanaan kontrak berdasarkan alternatif yang
ditetapkan untuk tingkat lanjut;

mengevaluasi kegagalan pelaksanaan teknis
kontrak untuk tingkat lanjut;

melakukan penanganan kegagalan teknis
pelaksanaan kontrak untuk tingkat lanjut;

melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dengan swakelola untuk tingkat
lanjut;

melakukan evaluasi pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dengan swakelola untuk tingkat
lanjut;

merencanakan kebutuhan informasi pengadaan
barang/jasa untrrk tahapan manajemen kontrak
tingkat lanjut;

men5rusun rencana kerja pengelolaan informasi
pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen kontrak tingkat lanjut;

melaksanakan rencana kerja pengelolaan
informasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen kontrak tingkat lanjut;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa
untuk tahapan manajemen kontrak tingkat lanjut;

menrusun materi/substansi yang akan
dikomunikasikan dan dikoordinasikan dalam
rangka pengadaan barang/jasa unhrk tahapan
manajemen kontrak tingkat lanjut;

melaksanakan komunikasi pengadaan barang/
jasa untuk tahapan manajemen kontrak tingkat
lanjut;

melaksanakan koordinasi pengadaan barang/jasa
untuk tahapan manajemen kontrak tingkat lanjut;

membuat laporan hasil kesepakatan untuk
tahapan manajemen kontrak tingkat lanjut;

6L.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.



69.

70.

75.

77.

76.

7L.

72.

73.

74.

78.

79.

80.

81.
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meranc€rng tata kelola penataan dokumen
pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen kontrak tingkat lanjut;

menJrusun rencana keda pengelolaan/penataan
dokumen pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen kontrak tingkat lanjut;

melaksanakan tata kelola penataan dokumen
pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen kontrak tingkat lanjut;

melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan/
penataan dokumen pengadaan barartgl jasa unttrk
tahapan manajemen kontrak tingkat lanjut;

menJrusun indikator dan instrumen evaluasi
kinerja untuk tahapan manajemen kontrak tingkat
lanjut;

melaksanakan evaluasi kinerja untuk tahapan
manajemen kontrak tingkat lanjut;

membuat laporan pelaksanaan evaluasi kinerja
untuk tahapan manajemen kontrak tingkat lanjut;

mengumpulkan data dan informasi kebutuhan
pengadaan yang mendukung fungsi aset;

men5rusun daftar usulan pengadaan barang/jasa
untuk aset yang ada dalam rangka penJrusunan
Rencana Umum Pengadaan (RUP);

merencanakan kebutuhan data dan informasi
pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen informasi aset tingkat lanjut;

menrusun rencana kerja pengelolaan data dan
informasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen informasi aset tingkat lanjut;

melaksanakan rencana kerja pengelolaan data dan
informasi pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen informasi aset tingkat lanjut;

melaksanakan monitoring dan evaluasi
pengelolaan data dan informasi pengadaan barang
/jasa untuk tahapan manajemen informasi aset
tingkat lanjut;

menJrusun materi/ substansi yang akan
dikomunikasikan dan dikoordinasikan dalam
rangka pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen informasi aset tingkat lanjut;

82.
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83. melaksanakan komunikasi pengadaan barang/
jasa untuk tahapan manajemen informasi aset
tingkat lanjut;

84. melaksanakan koordinasi pengadaan barang/jasa
untuk tahapan manqjemen informasi aset tingkat
lanjut;

85. membuat laporan hasil kesepakatan untuk
tahapan manajemen informasi aset tingkat lanjut;

86. merancang tata kelola penataan dokumen
pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen informasi aset tingkat lanjut;

87. men5rusun rencana kerja pengelolaan/penataan
dokumen pengadaan banngljasa untuk tahapan
manajemen informasi aset tingkat lanjut;

88. melaksanakan tata kelola penataan dokumen
pengadaan barang/jasa untuk tahapan
manajemen informasi aset tingkat lanjut;

89. melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan/
penataan dokumen pengadaan barang/jasa unhrk
tahapan manajemen informasi aset tingkat lanjut;

90. menJrusun indikator dan instmmen evaluasi
kinerja untuk tahapan manajemen informasi aset
tingkat lanjut;

9L. melaksanakan evaluasi kinerja unhrk tahapan
manajemen informasi aset tingkat lanjut; dan

92. membuat laporan pelaksanaan evaluasi kinerja
untuk tahapan manajemen informasi aset tingkat
lanjut.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan
rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercanttrm dalam
Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan
kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas
Pengelola Pengadaan BaranglJasa diberikan nilai angka
kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Menteri Pendayagunaa.n Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 77 Tahun 2OL2.

(3)
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Pasal 9

Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Pengelola Pengadaan
BaranglJasa yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk
melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1), maka Pengelola Pengadaan Barang/Jasa lain yang
berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang
jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan
penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang
bersanglmtan.

Pasal 1O

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan
tugas Pengadaan BaranglJasa satu tingkat di atas jenjang
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar
80o/o (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir
kegiatan.

b. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan
tugas Pengadaan Barang/Jasa satu tingkat di bawah
jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan
sebesar IOOo/o (seratus persen) dari angka kredit setiap
butir kegiatan.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagran Kesatu
Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal I 1

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil
dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Bagran Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 12

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali
dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barangl
Jasa harrs memenuhi syarat:

a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/
Diploma IV sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh
Kepala LKPP;
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b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan nrang
lllla;

c. memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat
pertama;

d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP-3), paling rendah bernilai baik dalam 1

(satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk mengisi lowongan formasi jabatan Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa melalui pengangkatan Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

(3) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (21 setelah
diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 3 (tiga)
tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa.

(4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

paling lambat 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus
pendidikan dan pelatihan fungsional Pengelola Pengadaan
BararrglJasa harus diangkat dalam Jabatan Fungsional
Pengadaan Barang/ Jasa.

(5) Keputusan pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil
dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/
Jasa dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tercantum pada Lampiran I yang menrpakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagran Ketiga
Pengangkatan Dari Jabatan Lain

Pasal 13

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke
dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barangl
Jasa dapat dipertimbangkan apabila:

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1);

b. memiliki pengalaman di bidang pengelola€rn pengadaan
barangljasa paling sedikit 2 (dua) tahun;

c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
ahli Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama;

d. usia paling tinggr 50 (lima puluh) tahun;dan

e. tersedianya formasi untuk Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
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(2) Pangkat yang ditetapkan bagr Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan
pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan
sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (21

ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaihr
angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian sejak
melaksanakan tugas di bidang pengelolaan pengadaan
barangljasa pemerintah sepanjang bukti fisik lengkap dan
butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan ttrgas pokok
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan
lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (41, apabila yang bersangkutan belum diangkat dalam
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan
telah diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka
pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa dilakukan melalui pengangkatan dari jabatan
lain.

BAB VI

PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 15

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,
setiap Pengelola Pengadaan Barang/Jasa wajib mencatat
dan menginventarisir seluruh kegiatan.

Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar
Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) wajib diusulkan
paling kurang I (satu) kali dalam setahun.

Pasal 16

(1) Bahan penilaian angka kredit Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling
rendah pejabat eselon IV yang bertanggung jawab di bidang
kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Pengelola

(41

(5)

(1)

(21



(21

(3)
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Pengadaan Barang/Jasa yang bersangkutan kepada
pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka
kredit.

Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka
kredit Pengelola Pengadaan BaranglJasa menyampaikan
usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit.

Usul penetapan angka kredit untuk Pengelola Pengadaan

BannglJasa dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III-A sampai dengan Lampiran
ilI-C yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari
Peratrrran Bersama ini.

Setiap usul penetapan angka kredit Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa harus dilampiri dengan:

a. surat pernyataan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan,
dibuat menumt contoh formulir sebagaimana
tercantrrm pada Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;

b. surat pernyataan melakukan kegiatan Perencanaan
Pengadaan dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bersama ini;

c. surat pernyataan melakukan kegiatan Pemilihan
Penyedia dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peratrrran Bersama ini;

d. surat pernyataan melakukan kegiatan Manajemen
Kontrak dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tercantum pada Lampiran VII yang mempakan bagran
tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;

e. surat pernyataan melakukan kegiatan Manajemen
Informasi Aset . dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan
Bersama ini;

f. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan
profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini; dan

g. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

(41
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(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (41

harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 17

(1) Unsur Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dinilai
angka kreditnya terdiri dari:

a. Unsur utama; dan

b. Unsur penunjang.

(2) Unsur Utama, terdiri dari Sub Unsur:

a. Pendidikan, meliputi:
1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/

gelar;

2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
pengelolaan pengadaan barang/jasa dan
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan

3. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan
memperoleh STTPP.

b. Perencanaan pengadaan barang/jasa, meliputi:

1. Pen5rusunan dokumen rencana kebutuhan barang/
jasa;

2. Analisis pasar barang/jasa;

3. Penyusunan rencana anggara.n lbiaya pengadaan

barang/jasa;

4. Pen5rusunan rencana pemaketan pekerjaan
pengadaan barang/jasa;

5. PenSrusunan organisasi pelaksana pengadaan

barang/jasa;

6. Pen5rusunan dokumen rencana umum pengadaan

barang/jasa;

7. Pengumuman rencana umum pengadaan barangl
jasa;

8. Pen5rusunan rencana pelaksanaan pengadaan

barang I jasa melalui penyedia barang/jasa;

9. Penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan

barang I jasa secara swakelola;

1.0. Penetapan strategi pengadaan barang/jasa;

11. Pengelolaan data dan informasi pengadaan

barangl jasa untuk tahap perencanaan;

12. Komunikasi dan koordinasi pengadaan untuk tahap
perencana€rn;
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13. Pengelolaan/penataan dolrrmen pengadaan untuk
tahap perenc€rnaan; dan

14. Melakukan evaluasi kinerja pengadaan untuk tahap
perencanaan.

c. Pemilihan Penyedia, meliputi:

1. Pen5rusunan rencana pemilihan penyedia barang/
jasa;

2. Pemeriksaan dokumen spesifikasi barang/jasa;

3. Pembuatan rancangan kontrak pengadaan barang/
jasa;

4. Pen5rusunan harga perkiraan sendiri (hps) barang/
jasa;

5. Pen5rusunan dokumen pengadaan barang/jasa;

6. Evaluasi dokumen prakualifikasi penyedia barang/
jasa;

7. Pembuatan pengumuma.n pelaksanaan pengadaan;

8. Penjelasan dokumen pengadaan barang/jasa;

9. Pembukaan dolnrmen penawaran penyedia barang/
jasa;

1O. Evaluasi dokumen penawaran penyedia barang/
jasa;

1 1. Penetapan dan pengumuman pemenang pemilihan
penyedia barang/jasa;

12. Pengelolaan sanggahan peserta pemilihan penyedia

barang/jasa;

13. Klarilikasi dan negosiasi penawaran penyedia

barang/jasa;

14. Penunjukan penyedia barang/jasa;

J5. Pengadaan barang/jasa dengan sistem e-

procurement;

16. Pengadaan barang dengan sistem e-purchnsing;

17. Pengelolaan data dan informasi pengadaan unhrk
tahap pemilihan penyedia;

18. Komunikasi dan koordinasi pengadaan unhrk tahap
pemilihan penyedia;

19. Pengelolaan/penataan dolnrmen pengadaan untuk
tahap pemilihan penyedia; dan

20. Melakukan evaluasi kinerja pengadaan untuk tahap
pemilihan penyedia.
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d. Manajemen kontrak, meliputi:

1. Verifikasi dolmmen kontrak pengadaan barang/
jasa;

2. Persiapan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/
jasa;

3. Pengelolaan program manajemen mutu pengadaan

barang/jasa;

4. Pengelolaan program manajemen risiko pengadaan
barang/jasa;

5. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kontrak
pengadaan barang/j asa;

6. Penilaian prestasi pelaksanaan pekerjaan
pengadaan barang/jasa;

7. Pengendalian keuangan pelaksanaan pekerjaan
pengadaan barang/jasa;

8. Pengelolaan jaminan kontrak pengadaan banng/
jasa;

9. Penyelesaian perbedaan/perselisihan pelaksanaan
kontrak pengadaan barang/j asa;

10. Pembuatan perubahan dokumen kontrak
pengadaan barang/jasa;

1 1. Penanganan kegagalan teknis pelaksanaan kontrak
pengadaan barang/jasa;

12. Pemutusan pelaksanaan kontrak pengadaan
barang/jasa;

13. Penerimaan hasil pengadaan barang/jasa;

14. Penyerahan barang hasil pengadaan menjadi barang
milik negala/daerah;

15. Pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan
pengadaan bararrg/ jasa secara swakelola;

16. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan
barang I jasa swakelola;

17. Pembuatan laporan pelaksanaan pengadaan

barang/jasa;

18. Pengelolaan data dan informasi pengadaan untuk
tahap manajemen kontrak;

19. Komunikasi dan koordinasi pengadaan untuk tahap
manajemen kontrak;

20. Pengelolaan/penataan dokumen pengadaan untuk
tahap manajemen kontrak; dan
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21. Melakukan evaluasi kinerja pengadaan untrrk tahap
manajemen kontrak.

e. Manajemen informasi aset, meliputi:

1. Penyampaian informasi aset hasil pengadaan

barang/jasa;

2. Inventarisasi kebuttrhan aset dalam rangka
pengadaan barang/jasa;

3. Pengelolaan data dan informasi pengadaan untuk
tahap manajemen informasi aset;

4. Komunikasi dan koordinasi pengadaan unhrk tahap
manajemen informasi aset;

5. Pengelolaan/penataan dokumen pengadaan unhrk
tahap manajemen informasi aset; dan

6. Melakukan evaluasi kinerja pengadaan untrrk tahap
manaj emen informasi aset.

f. Pengembangan Profesi Pengelola Pengadaan Barang/
Jasa, meliputi:

1. pembuatan karya tulis ilmiah dibidang pengadaan

barang/jasa;

2. pen5rusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis
pengelolaan pengadaan barar:g/ jasa; dan

3. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya
di bidang pengadaan barang/jasa.

(3) Unsur Penunjang, terdiri dari:

a. pengajar I pelatthltutor/fasilitator dibidang pengadaan

barang/jasa;

b. pemberian keterangan ahli/pendampingan/saran
rekomendasi / tindakan koreksi ;

c. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di
bidang pengadaan barang/jasa;

d. peran serta dalam ekspose pengadaan barangl jasa;

e. keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang
pengadaan barang/jasa;

f. keanggotaan dalam Tim Penilai angka kredit Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

g. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan

h. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
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Pasal 18

(1) Setiap usul penetapan angka kredit Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa hanrs dinilai secara seksama oleh Tim
Penilai Angka Kredit berdasarkan rincian kegiatan dan nilai
angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparahrr Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun2OL2.

(2) Hasil penilaian Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana
dimaksud pada ayat (f) disampaikan kepada pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan
angka kreditnya.

Pasal 19

Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional
Pengelola Pengadaan Barartgl Jasa dilakukan paling lmrang
1 (satu) kali dalam setahun.

Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa dilakukan paling kurang 2 (dua)

kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode
kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun
yang bersangkutan.

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang
bersangkutan.

Pasal 20

Penetapan Angka Ikedit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit,
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Asli Penetapan Angka I&edit disampaikan kepada Kepala
Badan Kepegawaian NegaralKepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan
kepada:

a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang bersangkutan;
b. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit yang bersanglmtan;
c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah; dan
d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

(1)

(21

(1)

(21
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BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,

TIM PENILAI DAN PE"IABAT YANG MENGUSULKAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 21

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:

a. Kepala LKPP atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang

membidangi pembinaan pengadaan barartgljasa bog
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, pangkat

Pembina Tingkat I, golongan ruang lV lb sampai dengan

pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di
lingkungan LKPP, instansi pusat diluar LKPP, Provinsi,
KabupatenlKota.

b. Pejabat eselon II yang membidangi pembinaan
pengadaan barang/jasa bagi Pengelola Pengadaan

BaranglJasa Pertama, pangkat Penata Muda, golongan

ruang lll/a sampai dengan Pengelola Pengadaan

BaranglJasa Madya, pangkat Pembina, golongan ruang
lY /a di lingkungan LKPP.

c. Pejabat eselon II yang membidangi pembinaan
pengadaan barang/jasa bagi Pengelola Pengadaan

BarcnglJasa Pertama, pangkat Penata Muda, golongan

ruang lll/a sampai dengan Pengelola Pengadaan

BaranglJasa Madya, pangkat Pembina, golongan rua.ng

lY /a di lingkungan instansi pusat di luar LKPP.

d. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang

ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/jasa bagi

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pangkat Penata

Muda, golongan ruang lll I a sampai dengan Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Madya, pangkat

Pembina, golongan ruang lY /a di lingkungan Provinsi.

e. Sekretaris Daerah KabupatenlKota atau pejabat eselon

II yang ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/
jasa bagi Pengelola Pengadaan Banng/Jasa Pertama,

pangkat Penata Muda, golongan ruang lll I a sampai

dengan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya,

pangkat Pembina, golongan ruang lY /a di lingkungan
KabupatenlKota.
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(2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian,

pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit harrrs

membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada
Kepala Badan Kepegawaian NegaralKantor Regional Badan

Kepegawaian Negara.

(3) Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit, pejabat yang menggantikan

harrs membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua
Tim Penilai

Pasal22

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (1) dalam
menjalankan kewenangannya dibanhr oleh:

a. Tim Penilai Angka Kredit h.rsat bagr Kepala LKPP atau
pejabat eselon I yang dihrnjuk yang membidangi
pembinaan jabatan fungsional yang selanjutnya disebut
Tim Penilai Pusat.

b. Tim Penilai Angka Kredit bagi Pejabat eselon II yang

membidangi pembinaan pengadaan barang/jasa di
lingkungan LKPP yang selanjutnya disebut Tim Penilai
Unit Kerja.

c. Tim Penilai Angka Kredit bagi eselon II yang membidangi
pengadaan barangliasa di lingkungan instansi pusat di
luar LKPP, yang selanjutnya disebut Tim Penilai

Instansi.

d. Tim Penilai Angka Iftedit bagi Sekretaris Daerah Provinsi

atau Pejabat eselon II yang dihrnjuk yang membidangi
pengadaan barang/jasa, yang selanjutnya disebut Tim
Penilai Provinsi.

e. Tim Penilai Angka Iftedit bagt Sekretaris Daerah

KabupatenlKota atau Pejabat eselon II yang ditunjuk
yang membidangi pengadaan barang/jasa, yang

selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

(2) Tim Penilai angka kredit dibentuk dengan keputusan
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(3) Apabila Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian

angka kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat

dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.
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Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian

angka kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat
dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau
Tim Penilai Unit Kerja.

Apabila Tim Penilai KabupatenlKota belum terbentuk,
penilaian angka kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain
terdekat atau Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit
Kerja.

Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai Angka
Kredit ditetapkan oleh:

a. Kepala LKPP atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang
membidangi pembinaan jabatan fungsional unttrk Tim
Penilai hrsat;

b. Pejabat eselon II yang membidangi pembinaan Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa unttrk
Tim Penilai Unit Keda;

c. Pejabat eselon II yang membidangi pengadaan barangl
jasa di lingkungan instansi pusat di luar LKPP untuk
Tim Penilai Instansi;

d. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang
ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/jasa
untuk Tim Penilai Provinsi; dan

e. Sekretaris Daerah KabupatenlKota atau pejabat
eselon II yang ditunjuk yang membidangi pengadaan

barang I jasa untuk Tim Penilai Kabupaten I Kota.

Pasal 23

(1) Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari unsur teknis yang
membidangi pengadaan barang/jasa, unsur kepegawaian,
dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit sebagai

berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis
yang membidangi pengadaan barang/jasa;

b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.

(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hun.f c
untuk:
a. Tim Penilai Pusat/Tim Penilai Instansi hams berasal dari

unsur kepegawaian.

b. Tim Penilai Provinsi/KabupatenlKota hams berasal dari
unsur kepe gawaian Dinas Provin si / Kabupaten / Kota.

(6)
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(4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hurrf d,
unttrk:
a. Tim Penilai hrsat/Tim Penilai Instansi paling sedikit 2

(dua) orang dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
b. Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota, paling sedikit 2

(dua) orang dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan 1

(sattr) orang dari unsur BKD Provinsi/Kabupaten/Kota,.
(5) Dalam hal komposisi jumlah Anggota sebagaimana

dimaksud pada ayat (41 tidak dapat dipenuhi, maka
anggota dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai
kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pengelola
Pengadaan Barang/ Jasa.

(6) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama
dengan jabatanlpangkat Pengelola Pengadaan Barang/
Jasa yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi
kerja Pengelola Pengadaan BaranglJasa; dan

c. aktif melakukan penilaian.

(7) Masa jabatan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali unhrk
masa jabatan berikutnya.

(8) Anggota yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa
jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada
ayat (71, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa
tenggangwaktu 1 (satu) masa jabatan.

(9) Datam hal terdapat Anggota yang pensiun atau
berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Kehra Tim
Penilai mengusulkan penggantian Anggota secara definitif
sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang
berwenang menetapkan Tim Penilai Angka Kredit.

(10) Tata kerja Tim Penilai Angka Iftedit dan tata cara penilaian
ditetapkan oleh Kepala LKPP selaku Pimpinan Instansi
Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/
Jasa.

Pasal24
(1) Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:

a. membantu Kepala LKPP atau pejabat eselon I yang
dihrnjuk yang membidangi pembinaan Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam
menetapkan angka kredit bagr Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Madya, pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV lb sampai dengan pangkat Pembina
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Utama Muda, golongan ruang lY /c di lingkungan LKPP,
instansi pusat diluar LKPP, Provinsi, dan Kabupaten/
Kota; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala LKPP atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang
membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa yang berhubungan dengan
penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada
hurr.f a.

T\rgas Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:

a. membantu Pejabat eselon II yang membidangi
pembinan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa dalam menetapkan angka kredit bagi
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang lll/a sampai dengan
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IY /a di lingkungan LKPP; dan

b. melaksanakan hrgas-tugas lain yang diberikan oleh
Pejabat eselon II yang membidangi pembinan Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang
berhubungan dengan penetapan angka kredit
sebagaimana dimaksud pada huruf a.

TUgas Tim Penilai Instansi, yaitu:

a. membantu Pejabat eselon II yang membidangi
pengadaan barang/jasa dalam menetapkan angka
kredit bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang lll I a sampai
dengan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang lY /a di lingkungan
instansi pusat di luar LKPP; dan

b. melaksanakan hrgas-tugas lain yang diberikan oleh
Pejabat eselon II yang membidangi pengadaan barang/
jasa yang berhubungan dengan penetapan angka kredit
sebagaimana dimaksud pada hunrf a.

T\rgas Tim Penilai Provinsi, yaitu:

a. membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat
eselon II yang ditunjuk yang membidangi pengadaan
barang/jasa dalam menetapkan angka kredit bagr
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang Ill I a sampai dengan
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang lY /a di lingkungan Provinsi;
dan

(3)

(4)
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b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang
ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/jasa
yang berhubungan dengan penetapan angka kredit
sebagaimana dimaksud pada hurrf a.

(5) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:

a. membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau
pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi
pengadaan barang/jasa dalam menetapkan angka
kredit fagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang lll / a sampai
dengan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang lY /a di lingkungan
Kabupaten/Kota; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon
il yang ditunjuk yang membidangi pengadaan
barang/jasa yang berhubungan dengan penetapan
angka kredit sebagaimana dimaksud pada hurrf a.

Pasal 25

Untuk membantu Tim Penilai Angka Kredit dalam
melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai
yang dipimpin oleh pejabat yang secara fungsional
bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat
yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal26

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat
membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para
ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil
atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai
kemampuan teknis yang diperlukan.

(2) Tugas Tim Teknis memberikan saran dan pendapat
kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian
atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang
memerlukan keahlian tertenhr.

(3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggungjawab
kepada Ketua Tim Penilai.

(1)

(21
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(4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila

terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang

memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (21.

Bagian Ketiga
Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 27

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit Pengelola

Pengadaan Barangl Jasa, yaitrr:

a. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada

LKPP, Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian

pada instansi pusat diluar LKPP, Sekretaris Daerah

Provinsi atau Pejabat eselon II yang membidangi
kepegawaian pada Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretaris
Daerah KabupatenlKota atau pejabat eselon II yang

membidangi Kepegawaian pada pemerintah daerah

Kabupaten/Kota kepada Kepala LKPP atau pejabat eselon I

yang ditunjuk yang membidangi pembinaan Jabatan

Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk angka
kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa jenjang Madya,

pangkat Pembina Tingkat I, golongan mang lV lb dan
pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di
lingkungan LKPP, Instansi Pusat diluar LKPP, Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

b. Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah

eselon III kepada Pejabat eselon II yang membidangi
pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa untuk angka kredit Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa Pertama, pangkat Penata Muda, golongan

ruang III / a sampai dengan Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa Madya, pangkat Pembina, golongan ruang
lY la di lingkungan LKPP;

c. Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah

eselon III kepada Pejabat eselon II yang membidangi
Pengadaan Barang/Jasa untuk angka kredit Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa Pertarna, pangkat Penata Muda,
golongan ruang lll/a sampai dengan Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa Madya, pangkat Pembina, golongan nrang
lY /a di lingkungan instansi pusat diluar LKPP;

d. Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah

eselon III kepada Sekretaris Daerah Propinsi atau Pejabat

eselon II yang ditunjuk yang membidangi pengadaan
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barang/jasa untuk angka kredit Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Pertama, pangkat Penata Muda, golongan
ruang lll/a sampai dengan Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Madya, pangkat Pembina, golongan ruang
lY /a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; dan

e. Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah
eselon III kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau
pejabat eselon II yang dihrnjuk yang membidangi
pengadaan barang/jasa untrrk angka kredit Pengelola
Pengadaan Barartg/Jasa Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang lll/a sampai dengan Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Madya, pangkat Pembina, golongan ruang
lY / a di lingkungan Kabupaten / Kota.

BAB VIII
PENETAPAN ANGKA KREDIT,

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Bagran Kesatu
Penetapan Angka Kredit

Pasal 28

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbang-
kan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pengelola
Pengadaan BaranglJasa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 29

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi
oleh setiap Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk kenaikan
jabatan dan/atau kenaikan pangkat, terdiri atas:

a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit
berasal dari unsur utama tidak termasuk unsur
pendidikan formal; dan

b. paling tinggr 2Oo/o (dua puluh persen) angka kredit berasal
dari unsur penunjang.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan

Pasal 30

(1) Kenaikan jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat
dipertimbangkan apabila:
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a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan
untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggt;

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam DP-3 paling kurang bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

d. tersedia formasi Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/ Jasa.

(2) Kenaikan jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

. Pertama untuk menjadi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Muda sampai dengan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Madya, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang

bersangkutan.

(3) Keputusan kenaikan jabatan dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bersama ini.

Pasal 31

(1) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang akan naik jenjang
jabatan setingkat lebih tinggi, selain memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harls
mengikuti dan lulus uji kompetensi.

(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diahrr lebih lanjut oleh Kepala LKPP selakr-r Pimpinan
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa.

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat

Pasal 32

(1) Kenaikan pangkat sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 28,
dapat dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian
pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling kurang
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang lV lb,
menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang lY f c,



-55-

ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat
pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang
menduduki Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Pertama, pangkat Penata Muda, golongan
ruang lllla untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan
ruang llllb, sampai dengan Pengelola Pengadaan Barang/
Jasa Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan rua.ng
lV /b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina
Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi
yang menduduki Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Pertama, pangkat Penata Muda, golongan
ruang lllla menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan rr.ang
III/b sampai dengan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang lV lb,
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan
teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
yang bersangkutan.

(5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/
Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang lll/a menjadi Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang llllb sampai dengan Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang lIIld, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah Kabupaten/Kota. yang bersangkutan setelah
mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

(6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/
Kota yang menduduki jabatan Pengelola Pengadaan
BaranglJasa Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d untuk menjadi Pengelola Pengadaan Barang/
Jasa Madya, pangkat Pembina, golongan ruang lY /a
sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang lV /b
ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah
mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 33

(1) Kenaikan pangkat bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
dalam jenjang jabatan yang lebih tinggr dapat
dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah
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ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki angka

kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi,

kelebihan angka kredit dapat diperhihrngkan untuk
kenaikan jabatan dan/ atau pangkat berikutnya.

Pasal 34

(1) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada tahun pertama

telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang

dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam

masa jabatanlpangkat yang didudukinya, maka pada tahun
kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20 o/o (dua

puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan

unttrk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggt yang

berasal dari kegiatan tugas pokok.

(2) Pengelola Pengadaan BaranglJasa Pertama, pangkat Penata

Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik
jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa Muda, pangkat Penata, golongan ruang lll/c,
angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 2 (dua) dari
unsur pengembangan profesi.

(3) Pengelola Pengadaan BarartglJasa Muda, pangkat Penata,

golongan ruang lll I c yang akan naik pangkat menjadi

Penata Tingkat I, golongan ruang lllld, angka kredit yang

disyaratkan paling sedikit 4 (empat) dari unsur
pengembangan profesi.

(4) Pengelola Pengadaan BannglJasa Muda, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang lll/d yang akan naik jenjang
jabatan dan pangkat menjadi Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa Madya, pangkat Pembina, golongan mang
lV la, angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 6 (enam)

dari unsur pengembangan profesi.

(5) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, pangkat

Pembina, golongan ruang lY la yang akan naik pangkat

menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV lb, angka
kredit yang disyaratkan 8 (delapan) dari unsur
pengembangan profesi.

(6) Pengelola Pengadaan BannglJasa Madya, pangkat Pembina

Tingkat I, golongan ruang lV lb yang akan naik pangkat

menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang lY lc, angka
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kredit yang disyaratkan L2 (dua belas) dari unsur
pengembangan profesi.

(7) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, pangkat Pembina

Utama Muda, golongan ruang IY /c, setiap tahun sejak

menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling

rendah 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan hrgas
pokok dan pengembangan profesi.

BAB IX
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JAEIATAN,

PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatrr
Pembebasan Sementara

Pasal 35

(1) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama, pangkat

Penata muda, golongan ruang lll / a sampai dengan
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, pangkat

Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dibebaskan
sementara dari jabatannya apabila dalam jangka wakhr 5
(lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi
angka kredit setingkat lebih tinggr yang disyaratkan dari
angka kredit yang dimiliki bagt Pengelola Pengadaan

Barartg/Jasa yang jabatannya lebih rendah dari pangkat
yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Yunita, SE pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang
lY /a terhitung mulai tanggal L-O4-2OO9, jabatan Kepala

Subdit Pengadaan barang dan jasa, diangkat dalam
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
jenjang Muda terhitung mulai tanggal 1-08-2013 dengan

angka kredit sebesar 210, mengngat jabatan Sdr. Yunita,
lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
yaitu 1-08-2013 sampai dengan 3L-O7-2O18 tidak dapat
memenuhi angka kredit setingkat lebih tinggi yang

disyaratkan dari angka kredit yang dimiliki yakni Pengelola

Pengadaan Banng/Jasa Madya angka kredit 300, maka
yang bersangkutan terhihrng mulai tanggal 1 Agushrs 2018
dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang I Jasa jenjang Muda.
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(2) Pengelola Pengadaan BannglJasa pangkat Penata Muda,
golongan ruang lll I a sampai dengan Pengelola Pengadaan

BaranglJasa Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan

ruang lV /b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila

telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat

memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat

lebih tinggr bagi Pengelola Pengadaan BaranglJasa y€rng

akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak

diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Suminar, SE pangkat Penata Muda, golongan ruang
lll/aterhitung mulai tanggal 1-10-2010, bekerja pada Biro

Perlengkapan Kabupaten Kotabumi, terhihrng mulai
tanggal 1-06-2013 yang bersangkutan diangkat dalam

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Pertama dengan angka kredit sebesar 110, apabila dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama

yaitu L-O6-2O13 sampai dengan 31-05-2018 tidak dapat

memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat

setingkat lebih tinggi menjadi Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang III/b dengan angka kredit 150, maka yang

bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2OI8
dibebaskzrn sementara dari Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang/ Jasa Pertama.

(3) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pangkat Penata

Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb, sampai dengan

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, pangkat

Pembina Tingkat I, golongan ruang IV lb, dibebaskart

sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun
dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka

kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggr bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang pernah

mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam
jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Suwandi, SE pejabat fungsional Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa Madya pangkat Pembina, golongan ruang
lY la, terhitung mulai tanggd L-4-2OLS yang bersanglmtan
naik pangkat setingkat lebih tinggr menjadi Pembina

Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1-

O4-2OL9 dengan angka kredit sebesar 600, apabila dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat

Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu L-O4-2O19
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sampai dengan 31-03-2024 ndak dapat memenuhi angka
kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggr menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang lY /c
dengan angka kredit 7OO, maka yang bersanglmtan

terhitung mulai tanggal 1 April 2024 dibebaskan sementara

dari Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
jenjang Madya.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, pangkat

Pembina Utama Muda, golongan ruang lY /c dibebaskan
sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak

menduduki pangkat terakhir tidak dapat memenuhi paling

rendah 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas
pokok dan pengembangan profesi.

Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) Pengelola

Pengadaan Ba:,ang/ Jasa Pemerintah dibebaskan sementara

dari jabatannya, apabila:

a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengelola

Pengadaan Barang/ Jasa;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(6) Pembebasan sementara bagr Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (41, didahului dengan peringatan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam)

bulan sebelum batas wakttr pembebasa.n sementara, dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Perahrran Bersama ini.

(7) Keputusan pembebasan sementara Pengelola Pengadaan

BaranglJasa dibuat menurut contoh formulir sebagaimana

tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua
Penurunan Jabatan

Pasal 36

(1) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dijahrhi hukuman

disiplin tingkat berat bempa pemindahan dalam rangka

penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan

tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang bart.

(s)
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(2) Penilaian prestasi kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
selama menjalani hulnrman disiplin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang
banr.

Bagran Ketiga
Pengangkatan Kembali

Pasal 37

(1) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dibebaskan
sementara karena:

a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat
memenuhi angka kredit setingkat lebih tinggr yang
disyaratkan dari angka kredit yang dimiliki bagr
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang jabatannya
lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat
memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggr Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa yang akan mendapatkan
kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam
jabatan terakhir.

c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat
memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggr bagr
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang pernah
mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam
jabatan terakhir.

d. tidak dapat memenuhi angka kredit paling kurang 20
(dua puluh) dari kegiatan tugas pokok dan
pengembangan profesi bagr Pengelola Pengadaan

BaranglJasa Madya, pangkat Pembina Utama Muda,
golongan ruang lY lc.

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa, apabila telah memenuhi angka
kredit yang ditentukan.

(2) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dibebaskan
sementara karena diberhentikan sementara sebagai
Pegawai Negeri Sipil, dapat diangkat kembali dalam
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak
bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
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(3) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dibebaskan
sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa apabila berusia paling tinggi 54
(lima puluh empat) tahun.

(4) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dibebaskan
sementara karena menjalani karena cuti di luar
tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa apabila telah
selesai menjalani cuti di luar tanggunga.n negara.

(5) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dibebaskan
sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6
(enam) bulan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa apabila telah selesai
menjalani tugas belajar.

(6) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dibuat
menunrt contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran )il/ yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 38

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

37 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan
sudah diterima oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan
perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum
batas usia yang dipersyaratkan.

Pasal 39

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diangkat kembali
ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(1) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan
ditambah dengan angka kredit dari kegiatan tugas pokok
yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.

b. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diangkat kembali
ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
BaranglJasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3T ayat
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(21 dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang
dimiliki.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diangkat kembali
ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(3) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan
ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi
yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diangkat kembali
ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(5) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki
ditambah angka kredit dari iiaz*-h yang diperoleh dan
kegiatan pengembangan profesi.

Bagran Keempat
Pemberhentian

Pasal 40

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diberhentikan dari
jabatannya, apabila:

a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1), tidak dapat memenuhi angka
kredit setingkat lebih tinggr yang disyaratkan dari
angka kredit yang dimiliki bagi Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa yang jabatannya lebih rendah dari
pangkat yang dimiliki.

b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (2), tidak dapat memenuhi angka
kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggr
bagr Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang akan
mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak
diangkat dalam jabatan terakhir.

c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (3), tidak dapat memenuhi angka
kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggr
bagr Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang pernah
mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam
jabatan terakhir.

(1)
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d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (41 dan ayat (5) tidak dapat
memenuhi angka kredit yang ditentukan.

e. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali
hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan
jabatan.

(2) Keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tercanhrm dalam Lampiran XVI yang
mertrpakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bersama ini.

Pasal 41

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan
kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB IX

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN
ANGKA KREDIT

Pasal 42

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan
Bersama ini, telah dan masih melaksanakan tugas
pengadaan barang/jasa berdasarkan keputusan pejabat
yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa,
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. benjaz,ah paling rendah Sarjana Strata Satu
(S1)/Diploma IV;

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang
lll/a;

c. memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa
paling kurang 1 (sattr) tahun, yang dibuktikan dengan
surat penugasa.n;

d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP-3) atau Penilaian Prestasi Kerja, paling
sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

e. memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat
pertama.
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Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing
dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barangl
Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 77 Tahun 2OL2.

Angka kredit kumulatif sebagaima.na tercantum dalam
Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012,
hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpassing.

Jenjang jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan angka
kredit yang diperoleh sesuai masa kerja pangkat terakhir
yang dimilikinya.
Masa kerja dalam pangkat terakhir untrrk penyesuaian/
inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihihrng
dalam pembulatan kebawah, yaitu:

a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitr.rng kurang 1 (sahr)
tahun;

b. 1 (sattr) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua)
tahun, dihitung 1 (satu) tahun;

c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga)
tahun, dihitung 2 (dua) tahun;

d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat)
tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan

e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihihrng 4 (empat) tahun.
Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa, ditetapkan oleh pejabat
yang benvenang sesuai peraturan penrndang-undangan
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum
pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan
jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/
diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing han.s
mempertimbangkan formasi jabatan.

Pasal 43

Masa penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan BaranglJasa di lingkungan Instansi
R.rsat dan Daerah, ditetapkan terhitung mulai tanggal
9 Januari 20tg dan harr.s selesai pada akhir Desember

20L4.

(3)

(41

(s)

(71

(6)

(1)
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Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/

inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan
pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/diinpassing dalam
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya

agar dalam penyesuaian/inpassing telah mempergunakan
pangkat terakhir.

Pegawai Negeri Sipil yang telah disesuaikan/diinpassing
dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan

BaranglJasa untuk kenaikan jabatan /pangkat setingkat
lebih tinggr harus menggunakan angka kredit yang

ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Ketentuan uji kompetensi bagr Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggr

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) berlaku paline

lambat 3L Desember 2013.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut
oleh Kepala LKPP.

Pasal 46

Unhrk memperrnudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini,
dilampirkan salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun
2OL2, sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII yang

merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peratrrran Bersama

ini.

(3)



KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

-66

Pasal 47

Peraturan Bersama ini mulai berlaku
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bersama ini dengan

dalam Berita Negara Republik Indonesial

pada tanggal

memerintahkan
penempatannya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 2OL3

KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/ JASA PEMERINTAH,

EKO SUTRISNO

Diundangkan Ci Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2073 NOMOR 67 4

' Sal-:i.nan 's.esual- dengan asLlnya
of;XRf 

fi A I StB *'$fr ft$*5ft Ufft 
LAAI{

AMIR SYAMSUDIN
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Pasal 47

Peraturan Bersama ini mulai berlaku
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bersama ini dengan

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

pada tanggal

memerintahkan
penempatannya

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal L Mei 2OL3

KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANGi JASA PEMERINTAH,

EKO SUTRISNO

Diundangkan Ci Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2Ot3

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OL3 NOMOR 67 4

AGUS RAHARDJO

AMIR SYAMSUDIN



CONTOH ::
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA

KEPUTUSAN
MENTER.T IGUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTAI

NOMOR :.................

ITAMA DALAM JABAT {GELOLA PENGADA.AN BARANG/JASAPENGANGKATAN PE*AMA DALAM JABATAN IBffiS*^L .PENGELOLA PENGADA.A
MENTERI / GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTA,*)

'l

LAMPIRAN I
PERATURAN BERSAMA
KEFALA I,EMBAGA .KEBIJAKAN

PENGADMN .BARANG/JASA PEMERINTAH DAN
I{EPAI"A.BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PE.T,AKSANAAN PEzuITURAN MENTERI
ppNpeYRout'IAAN 'APARATUR NEcARA DAN

BEEORMAST BTROKR.A,ST NOMOR 77 TAHVN 2Or2
TENTANG,.. JAtsATAN FUNGSIONAL PENGELOI.,A
PENGADAAN BARANG/JASA DAN ANGKA
KREDITIVYA

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal ..... Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2Ol2 tentang Jabatan
Fungsional Pingelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka I(reditnya, dipandang perlu
untuk mengangkat Saudara .........;.....;:......,... dalam Jebatan F"ungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa; :

dalam jabatan .................. dengan angka kredit sebesar........ ( ......................)

::::::::::::::: :::::::::::::.::::::::;::;:::::::::::::::::::::.:::..;-..:..::::i: .:::::::: ;::,;........:.::::::: ;;l ' 
. 

)

Apabila kemudian hari ,terriyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
aiaaa*an perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disa.mpaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mCstinya,,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

b.
....;..,...,....,.-.,......,.....;..,..:;.:..i...i...i.....i............'.-........',...,....a'....'.i...;'..'..:.............**)

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telali diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999; ., - 

l

2. Peraturan Pemerjntah Nomor i6 Tahun 1994 sebagaipana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagairnana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahurr 2009;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
77 Talrrun2Ol2;

5. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebljakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor I Tahun 2O13 dan Nomor 14 Tahun
20l3;

MEMUTUSIGN:

Terhitung mulai tanggal
Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Unit ke{a

a.
b.
c.
d.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN. 
]

1. Keoala Lembaea Kebiiakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Kefah Bala4r-Kepeg4yqign_ N_egara/Kantor Re$oq4 BKN yang-bersangkutan; *)

3. Kebala BKD Provind/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
inStansi yang bersangkutan ;*)

4. Peiabat v-ans-berwenang menatapkan aneka kredit;
5. Kejrala Iianlor Pelayanin Perben?aharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah

vane bersanskutan:")
6. Peja'6at instdrsi lain yang berkepentingan.
*) Coret yang tidak perlu.
*) Diisi apabila ada penambahan dikhrm yang dianggap perlu.



LAMPIRAN trI

PERATU.RAN BERSAMA,
KEPALA LEMBAGA KEB]JAKAN
PENGADAAN BARANC/JASA PEMERINTAH DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
.TENTANG: :,,,,..r
KETENTUAN ]PEI,AKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI'NOMOR 77 TAHUN 2OL2
TENTANG JABATAN nuNosroNAl pENGELoLA
penoADael,l a4n4xO7.lASA DAN ANGKA,I{EEDITI.IvA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOI,A PENGADAAN
BARANG/JASA

Menimbang
MENTERT / GUBERNUR/ BUPATI/WALTKOTA,*)

a. bahwa sebagai pelaksanaan. dari Pasal ..,, Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 77 Tahun 2Ol2 tentaag Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa dan Angka lGeditnya, diparidang perlu mengangkat
Sauderra ......-........;,.. dalam tlabatah F\rngsional .Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

M E NrERr / G"" #iiYJfi$i^r / wALrKorA* )

NOMOR :.....;..,............,,..._1...i,,,,....qr..,r?!....!rt.:.....:...:..
TENTANG

PENGANGKATAN PERPINDAFIAN DARI JABATAN LAIN
KE DAL,AM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparahrr Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
77 TaJ:run2OI2;
Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun
2OL3; '

MEMUTUSI(AN: .

Terhitung mulai tanggal ............... ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT

ini, akan

ditetapkan di ..............
pada tanggal

b.

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

2.

3.

4.

D.

NIP.

TEMBUSAN:
1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. KepdaBadan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangt<utan; *)

3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagfan Kepegawaian
instansi yang bersangftutan;*)

4; Pejabat yang berwenang menetapkan irngka kredi-t;
5. Kepala Kantor Pelayanad Perbendahaiairn Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah

yang bersangftutan;l)
6. Pejibat instansi lain yang berkepentingah.
*) Coret yang tidak perlu.
H) Diisi apabila ada pen"-bahan dilctum yang dianggap perlu.



I"AMPIRAN III.A
PERATURAN BERSAMA
KEPAIA LEMBAGA KEBIJAIGN
PENGADMN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN

KEPAI.A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TEIIITANG
KEIENTUAN PEI.AKSANMN PERATT,'RAI{

MENTERI PENDAYAGI.'NMN APARATTJR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMORTT TAHUN 2012 TENTANGJABATAN
FT'NGSIONAL PENGEI.OIA PENGADAAN
BARANG/JASA DAN ANGKA KREDITI{YA

COt\noH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FTTNGSIONAL PENGET OLA PENGADAAI'I BARANG/JASA

DAFTAR USUL PENEf,APAI'I ANGKA KREDIT

JABATAI'I FUNGSIONAL PENGETOIA PENGADAAI{ BARANG/JASA PERTAMA

NOMOR:

IT{ASA PEMI.AIAN :

KETEMI{GAN PERORANGAI'I

Tempat dan Tanegal khir

Pendli.{iken Jrang diperhihrnglan angka kredltnya

Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa / T\{T

Masa lGrja golongan lana

UNSUR, S1'B T'NSUR DAN BUTIR KEGIATAN

aan petagtran fungsional di bidang

-*p*oiuft u*61 1s166 io-"t P@

Mfr 

-uurrencanakeb,utqhanpengadaanbarang/ 

jasa
-(tarang, 

iaea konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya) untuk
tiagkat daoar t

dokumen Pendukung
pelaksanaan penladaan barang/jasa (AMDAL, ketersediaan lahan,

i?iln'-i?i!i, dsb) untuk tingkat dasar
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UNST'R, St'B UNST'R DAN BUTIR KEGTATAI{

@auntukpelaksanaan
".trb 

n"tg" pasar untuk setiap item unhrk dngkat dasar

Uarga pasar unn& setiap iteto

h@dad hasil suwei unhrk

laporan hasil'survei dan analisis

@g/jasa parang, iasa konstnrksi, jasa

konsultsn. dan iaea lainnya) unhrk tingkat daear

rencana anggaran/bia5ra untuk tingkat dasat

aan barang/jasa untuk

penge-.'-lolaankegiatansedamenyiapkan
keorganisasian pelaksana pengadaan barang/jasa untuk

;eaeta@-organisasipelaksanapengadaan

penyllsunatt fni< aart Rencaaa Umum

Barang/Jasa uatuk tingkat dasar

unit keda unhrk tingkat daMr

skala prioritas alokasi angCqgl r1tu! tingkt @

Penyedia BaranglJase'

Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk

Fdffiaan pengadaan Barang/Jasa secara

kedatan dan tabaPan

swakelola unhrk tingkat daset

swakelola unhrk tiagkat

i@@pekegaanPengadaan
swakelola uatuk dttikat dasar

6cana anggatall biaya kegiatar/pekerjaatl

@Barang/Jasa

@barang/jasauntuk

evatuasi kebiiakarl/
barang/jasa untuk tingkat dasal

peiiaAaat barang/jasa yang digunakan untuk tingftat dasar

ffi Barang/Jasa untuk rahaP

Fuhlhatr data dan informasi pengadaan

unhrk tahapan perencanaan tinglat dasar

@ata ean informdsi Peagadesn
unhrk tahapan perencanaan tingkat dasar

rencana kerja pengelolaan data dan

barang/jasa unhrk tahaPan perencanaan tingkat dael



UNSUR, ST'B I,NSUR DAI{ BUTIR KEGTATAN

p€a€adaan barang/jasa untuk tahapan perrencanasn

yang akan dlkomunikasikan dan

dalam raneka pengadaan barang/Jasa unhrk
p€rencanaan tingkat dacar

6@Tarang/jasa unhrk tahaPan

ta;o"anEffi kesepakata! untuk tahapan peren@naan

tata tetota Perrataan dolnrmen

tahapaa peren@naan tingkat dasar

@/penataandolnrmen
U"r""eli."; "hhti 

tatrapan Perencanaan tingkat daoar

penataan' aotumen Pengadaan

i**tgl:"* *t tk tahapan perencanaan tingkat dasar

@/penataan9"T:T
U"t"ttgli* 

"nhrk 
tahapan perencanaan dnlkat damr

;ffiG Hnerja unhrk tahapan perencanaan

@kinerJa untuktahaPan

perencanaan tingkat daml

6-tumenpimurranPenYedia
barang/jasa untuk tiDekat dasar

@p"t*tj"tt Pengadaan

@milihanPenYediabat
ada persenrjuan dari PA/KPA unhrk tingkat dasar

6ilaneyat g akan diadakan untuk tingkat

jasaffiyayang akan diadakan unhrk

jasa konsuttansi Yang akan

pinyusuaan dokumeq pengadaan barang/jasa

/jasa unt.k tinikat

g/jasa unt'k

@-an aan penetapan metode

barang/jasa unhrk dngkat dasar



TJNSUR, SI.IB T'NSI'R DAN BU'TIR KEGTATAN

@Eatifit<ad Penyedia

@anPenYedira

@barang/jasauntuk

-penaearandeagan

perdapan lt€Ebukaan do

-denganDetoder

pembukaan dokumur Pa

@enawarandengan

i-kanpemuuraandokumenPenawaran
dengan metode 2 (dua) sanPul

pena*aratlEarga dengan metode

ffien affiffi, tehis, barga' dan

'L. Aiwaluasi dengan metode satu sampul untuk tingkat

Metatritan evaluasi doktrmen Peoaeatan aqturlusr

;i"yq d; ktt.iisr.""r dengan metode satu satnpul unhtk tiaglat

@Btrasidanteknis
metode dua sanpul unhrk tingkat dasar

ffi enEnavaran harga setelah

p"t-** tekniJdan masa sanggatr dengan metode

eanpul unttrk tingkat daear
tehis dengan metode dua

e-offi p""A-ata" adninistrasi dan

Eetode dua tatrap unhrk tingkat dasar

ffi'6ffi4 Penanaran harga setelah

peringkat tekniJdengan metode dua tahap unnrk

Penetapan darrPengununan Peoenang

@P.p3ry-di"
i"toa" sattr eanpul unhrk ttngkat dasar

6 nengllnunkan Peringkat
a*g"t ;"t"d" dua sampul dan dua tahap unnrk

ilmengumu'k"npe.eoangp€-ilihar,penFdia
setelah aif*,tfrtt pembukaan sampul dua dengan

1"" *-e"f dan dua tahap unhrk tinglat dasar

Pemenang pemunarl pEnyGsE

rdaan langeung untuk ttngkat
Menetapkan dan mengumumran Penenang PEU
Uarangfjasa Aengan metode pengadaan langeung

;@ratuari6kasi/ hasil Perin gkat

pebfangan untuk tingkat dasar
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UNSUR. SUB UNSUR DAI{ BUTIR KEGTATAN

aan-negosiasi uahrk tiogkat daoar

ffi barang/jasa untuk tingkat

pemilihan penYedia barang/,,kan penJrusunan qorsurrren Ptrurqr ysrl
sisteE e-Procurement untuk tingkat dasar

pe-bffi}ffiM rintut tinekat aamr

pffiw-aran aan evaluad untuk tingkat

(e-procurement) untuk

-Yang 

Diperlukan Melalui Sistem E-

@e-purdrasingluntuk

EaG?anfr-oraasiFengadaanunhrkTahap

untuk tahapan pemitihan penyedia tinglat damr

@inforaadPengadaan
'jasa untuk tahapan pemilihan penyedia tingkat dasar

data dan lnforoaEi

pengadaan barang/Jasa unhrk talrapan pemllihan penyedia tingkat

akan monttorlag dan evaluasi pengelolaan data da
pengadaan barang/jasa tmhrk tatrapan pemtliban

@ unhrk TalraP Peoilihan

Vang atan dikomunikasikan dan

dalam rangka pengadaan barang/jaea untuk
pemilthan peayedta tlnglat dasar

@/JasauntuktahaPan
penyediatJnglat dasar

pemilihan penyedia tingfat dasar

@untuktatraPan

ffiuatukrahaPPemilihan

penataanTokumen pengadaan barang/jasa

tafrapan pmitihan pqfdig-dlt*at dasar

rencanaGia pengelolaan/penataan dokumen
barang/jasa unhrk tahapan peoilthan penyedia tingkat

unhrk tahapan pemtlihan penyedla tingkat dasar

@/penataandokuaen
;;g"dt-, barang/jasa untuk tahapan pemilihan penyedia tingkat

;;-itib., penyedia untuk tahapan pemilihan penyedla dngkat

@pemilihanPenYedia

@asi kinet'a untuk tahaPan

penyedia tinglat dasar

effiga"t"ktlmen kontrak untuk



UNSUR, St,B UNSUR DAI{ BUTIR KEGIATAI{

pEtrFnaan dan jaminan uang

@aagmukauotuk

surat Perinhtr Mulai Keda (sPMKr/iturat reBansr

F;;a"tt KA. sesuat dJagan dokumen kontrak untuk

-*ligiu"t l,r ni"und r11q! bnskat @
ffiaankontrakprograE 6uhr untuBPe!

@asesuaidengan
ienyedia barang/Jasa untuk tingkat damr

nukakerja (UMIQ

sesuai dengan keteatuatr untuk tindot dasaf

@utuPengadaan

ffian proeran nanffen mutrr Pengadaan

'jasa untuk tingkat dasar

iloffiffifi.@aan- Program man{eaen muhr

ptograrn Eall4iemen Euhr uatuk

lffiaan program oanaJemen

progran E"ttde6"n risiko pengadaan

barang/jasa

@manajemenrisiko

prograD maoaleBen

pelaksanaan Progran

peogendalian,ran Pdngawaean

kffi Petat<e,anaan Pekerjaan

iln r.e-ei.l"tt pelaku"tta"tt pekerjaan untuk

@Ijaanuntuktinif,at

@penuayaran dengen ren@na

periode yang ditenhrkan untuk tingkat d"g-

jfu--an tonnat aan sertifrkat garatrsi

pengamanan jaminan aan sertitt* garansi



t NSUR, St B UNSLTR DAI\| BUTIRKEGLATAN

fltar.gS"mittao toor"r unnrt tingkat dasar

barang/jasa unnrk tingkat dasat

:an penyelesaian perb_edaan' Derscrur* Pr.^EN
berdaserkan altetnaEr y"ttg &t"t"pk"tt untuk tingkat dasar

Fegegalan Pelaksatrmn kontrak unhrk tingkat

V koatrak

F-patna-anuatkanPeounrSl
;""g"d"*, #;gl:asa-seb€lu'n-masa kontrak beraktrir

;""g"dt-, birane/jasa untuk tinglat dasar

;Enaan unhrk dngkat

fu-- Menjadi Barang

<an openyer*ran Uarang menjadi barang

da€rafi unhrk tingkat 'rasar

@:--:.-.--
il ;;cs;/nstansi Pemcrintah. Lain Pelaksana

ilJr"-pJfiuty*"t*t untuk tinglat dasar

Barang/Jasa

@pengadaao
"wakelota 

untuk tinqkat dasar
'tarang/jasa denganpelaksanaan Pengaoaan E

6--aaaintormasiPengadaaD
I"t"t a"fr^p"t manajemen kontrak tinglat daoar

-rniormasrPeng

rencana kerja Pengeloual
. 
""t 

.t t"ftLpan ianajemen kontrak tingkat daur

ilrrcana ketja p"ttgefolaan data dan

;;;rcrd.rJ;ang/jasa un'nri t"fr"p"tt aanajemen kontrak tinglat

*"U*.- barLg/jasa untuk tabapan manajemen

ffi-oilngadaatt utttuk

dan
-aitoiiAio"st 

". dabm rangla pengadaan barang/jasa untuk

manajemen kontrak tingkat dasar



UNSUR" SUB UNSUR DAN BUNR KEGTATAN

e"ng@5"r.ttgn""" untuk tahaPan

..""3"-* kontrak tingkat dasar

@aPanmanajemen

@errPengadaan
A;p-, manaj&en kontralc tinekat da= 

.

pengelolaan/Penataan doKutnen

-L-r- a-t^^ian -onanemen kontmk tingkatrgncana KerJa lruEqv|ge.t |.*--'irr*Jli*i 
"-"t 

tt tahapan manqlemen

en nglgadaan

bararrg/jasa untuk tahapaii-t-":"t"" *"o* *@ Y
Fvaluasi pelaksanaan penselorailr' 1,er'@' -----
;#;G;ntuk tahapi -"najem"tt kontrak tinskat

ffi-gaaaanuntut fi;{enen l(ontrak

tj" PtF.ttttP
itiJ "i*r tahapan maaqiemen kontrak tinekat

flperar"att.atpua.ottaanecaluasi
maiajeoin kontrak dngkat L

G--ttsnrre$uasitpengadaan

isasi pedoman PeEaruaEL
pPP) untuk tingkat dasar

ffi staaa"r-tspfl.uat.ut

ffi;l#;"io"" *"*t*'= ""*o **"' *T
ffi'peaoman PPP

G-infffiE6fihrhanPengadaanYang
aset unhrk tinSkat de8al

@cF"=""l!1e:Y3syrrsun oa'.sr ues*r t-""rin"";uium 
Pengadaan (RUB

dal arn rangka Pearylrsung

6'6ffiasiPeogadaan
;il;;;mandemen inforoasi aset tinEkat

@/jasaunnrk

,barang/jasa;'"ffi6;--'j
fo 

-erarsanarannonitoriagdanevalua$pengsru@

informasi peagadaan Uariag/jasa unnrk tahapan oanadeoen

dan

i:ffi;ffi ;;;-; 6e"d*" u"'ang/Jasa unnrk-JI["-"t'
u-arang/iasauntuktahaPan

inforaasi aset tingkat daml
56E7iasa unhrk tahaPan

hformasi aset tingkat dasar



LTNSUR, SLIB t NSt RDAI'I BU'I'IRKEGTATAN

-barangljasa

p€nataan dokumen Pengr:anq tata kelola p€naEatr
,*tip- aana3emen informasi aset tingkat dasat

ilencanater:apengelolaao/penataandokumear
L-*"tell*; ";ttL 

tar,apan man{emen informasi aset

il@tatatetotapenataari-doktunenpengadaan

""tttt 
t"ft"pri" aariajemen informasi aset tingkat

evaluasi pelakoanaan p€ngeroraan/ Pcna.111t aw^='
;;;c/6" ;nhrk tahapan manaJeaen loforaasi aset

a unhrk tahapan

-"tt.5"-* inforaasi "tlh"ght 
dasar

ilnnrktahapanmanqiemen

laporan Pelaksanaan evalusr a

:n lnforoasi aset ttngltat dasar
kinerja untuk tahaPan

at karjra tuus/lcD/a uEras' ":* P::::::;rl
;-J;"h""d dt uiaang pengadaao barang/Jasa vang

.6ga naaional

diakui tnstansi Pemblna
F-gdipreeentasikanpadapertemuan

yang tidak diPublikasikan

FilnrniuttetntsPengelolaen
pengadaan baraag/jasa

b@gFbttkan dan diedarkan secara

-qtalatt 

itnlatt ]tang diakui oleh leobaga yang

ilenyaaur ai uia"ttgPBIYang tidak

JUINI,AE UI|SURT'TAUA 1 S.D 6

@bidangPengadaan
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UNST'RYANG DIMI,AI

NO
T'NSUR, SUB T'NSUR DAN BI/NR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

IT.'STANSI PEI'iGUSUL I TIM PENIIAI

r,erraefeARu | .ruums I ueva I B4EV I JUMIAH

I
dalqm Bkspsse Pengadaan ltarang/'rasa

;ffi 
-etspose pengadaan barang/j asa

mdalanorgatrisasprorei:ilbidangpengadaanbarang/ 
jasa

ffi"eei aneeota organisasi profesi, setiap tahun

D.lPerI
E. lKea

F.lKetT6
G. lPett

3.

T

H.

kenenterian/I',PNK

rlalam Tin Penilai

arlfiota6Peffijabdtan-fungsional PBJ secara

ffi , seriap surar kePurusen

tanda iasa
Satea:

eiralraroa

EahaPutra

Fr"t r."-n"tmeran a.raqetursr sE-uaP gErar-

mlar kesarianaen

a- lPascasarjana+r. lnnktnr lS3l

.N'ULAS UNSUR PEIII'IFJAIG



Eut|r foghtarJeqlargJebatal dl atas/dt bewah
3 4 5 6 7 8

JUMIAH UNSI'R UTAMA DAN I.'NSl'R PENUNJANG

r) Dicoret yang tidak trrerlu



(eruug)

(g ppregeweg)

.dIN

Bfrnn.reles usP 't

""" 'e

""" 'z
""" 'r

( lnsr€uad rsqsled ewsu)

slusualas sBP

""' rr1efa4 uEIn{oFE r{elel us4p/tuJad rerns

""' nsrsFel usln:1olau qelal uY4aIurad lerng

""' nrpparl uB4n{BlaE qe1a1 uovlufurad ltrns



- 13-

CONTOH
DAFTAR UST'L PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FI.'NGSIONAL PENGEIOI.A PENGADMN BARANG/JASA

I.AMPIRAN III-B
PERATUMN BERSAMA
KEPAI.A LEMBAGA KEBIJAI$N
PENGADAAN BARAI{G/JASA PEMERINTAH DAN
KEPAI.A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG
KSIENTUAN PEI.AKSANMI{ PERATURAN

MENTERI PENDAYAGI.'NAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR
77 TATIT'N 2012 TEMANGJABATAN
FI.'NGSIONAL PENGEIPI.A PENGADAAN
BARANG/JASA DAII ANGKA IGEDIIT'IYA

DAF'TAR USI.'L PENEtrAPAI'I ANGKA KREDIT

JABATANFUNGSIoNALPENGEIoTAPENGADAANBARANG/JASAMUDA
NOMOR:

MASAPEMI,AIAN:

KETERAI'IGAN PERORAI{GAI{

Tenpat dan Tanegal lrhir

Pendidikan yang diperhinrngkan angla kreditnya

Jabatsn Pengelola Pengadaan Barar-rg/Jasa / TN{T

T'NSUR, SUB t'NSt'R DAN BUNR KEGIATAI'I

Udikas dan pelafihaa frrngsioaal dr oroang Pengaot

-u-p"i"i"n *t"t 1s1d6 tan6f pendidikan dan pelatibaa (S11?P)

161 - 480jam

IananyaSl - 16ojan

Lamaaya 31 - EO jan

rt doktrmert rencana kebutunan P€ngaorur'u eau6rJs
iasa tonstnrtsi, jasa koneultan, dan Jasa lainnya) untuk

t<eda!ilan}elengkapan dokumen pendukung.

^rn 
p"n-g"d* barang/Jaea (AMDAL, ketersediaan lahan'

dsb) untuk tingkat lanjut



t NSUR, St B LNSURDAI'I BUflRKEGIATAN

YTkp.1l**
ffi;;;;"*k o*o n"oi ""*o 

*gr"t **gal
@untuksetiaP

ffiaratharga seti"F

G-po-ran nasil survei dan

@Pengadaan

dan jasa tainayal unh+ tinCktlanjut
gkat tanjutMenyusunrencanaanggp . = |

peneaern barang/jasa

f-ffi-nfr t=Fi-aaakegiatanEertar'rtu*qEsw -----: eo#"i-uas"n p€lakoatra pengadaao
menyiaPkan rancangan K
i"tnrroii""" onhrk dnql<at lanjut -

-Rencanaumum

Melakukan Pen5rusunan
iarangl.lad u"*o **"t *ou{ 

-@atandariunit-
kerja untuk tinglat menengah

ffi-g"ora"B"r"ttglrauaMelalui

@asauntuk

aaaBennglJasa aecara

dapalpelakoanaan Pekerjaan

u'*"i"fot. ut t tt tinEkat lanjut

;A-an-ketfi @ffi"lolaunnrktinglat

@tioanPengadaan
swakelola unhrk tingkat lenjut

rencana aoggaran biaYa

untuk ting[at l,anjut

@asauntuktinglat

@barangfiasa
menengah

barang/jasa unhrk tinglat menengah

Hfi;# i"l;!f5.* i-'i a'e"Tk"" ""*k *etr"t menengah

effi-ffiasi Pengadaan

ffi;fr;* ;** t"rt"p-t pereacanaan tingkat oeneagah

ffirnruriii@rencana ke{a Pengeloraal- 

L*""gli.* t ttt tt ttltp* Perencanaatr tingkat

- ilaan data dan inforoa$:an rencana kerja Pengero
lar"t ill"u" "ttt 

tt t"tt"p"t Penencanaan tingkat
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UNSUR" St,B UNSUR DAN BUNR KEGIATAN

pengaaaan barang/jasa untuk tahapan perencanaan

-nikasr*anoan

substanei Yang akan cuKl

;J;;sk" PJgadaan barang/jasa untuk

A;pan perencanaan tlnglat menengatt

GFffi;Atljasa unhrk

perencanaan tinglat oenengah

pAe€CGanc-/ jasaunhrktahaPan

@uatuk tahaPan Perencanaan

aan barang/jasa
tata kelola Penataal doKl

trrt".p- perenaanaan 6"914 t*""gd
ffi"tet5ap"rrgelolaan/penataando*31_-^
barang/jasa untuk tahapan peren@naan DngKat

pena en-Pengadaanm tata keloh penaratln (lsf,us' l r'6s--
unhrk tahapan perencanaan tinglat menengatt

f,perarsan"attpetrgenuan/penataan-do-kumen
barang/jasa untuk tahapan peren@naan trngKat

a unhrk

perencanaan tinglat menengah

untuk tatraPan Perencanaan

ffiffid;tunen FAutan PenYedi'aMenel@jiulang paket-pa8et unrur
baranc/iasa unhrk dngkat lanjut

@PekerjaanPengadaan

66ffi perencaaaan penilihan ry"J"1" 1,T
ada persetujuan dari PA/KPA unftk tingBat EnJut

@unhrktingfat

;@Fnsb.rrksiYang akan

unhrk tingkat lanjut
untut'

%unnrrJasa konsultansi Yang axr

MenyiaPkan Penylrsunan ooxuul
braneTiasa untuk tingkat lanjut

@uanrktingkat

barang/jasa untuk tingkat lanjut

ffiF;baratlg/jasa untuk tinglat

peny"eEarang/jasa untuk



UNSUR, SttB t NS['RDAI'I BLIIRKEGLATAT'I

M-aanrratr p"niuttan dan nenetanal m9r9

;;;"dt" t;-ts/jaoa unhtk tinskat l'atrjut

@PenYedia
unhrk digkat lar{ut

@g/Jasa
arG-mffiea*'telcnis'harg-alaDlra' qvas'vr' ---_ *toa" sahr sampul untuk dngkat

at<an dievaluad dengan r

asi' teknis'

dankrrerifrkasidengana"toa"satrrsaopulunhrktinglat

MeoyiaPkan dolnunenao
sanpuf untut tingltat lanjut

a-evaluasidokuEenpenawaranaolrlr
il"."i" I"" *-p"l uatuE tingkat l'anjut

1T9:^r:*
pengumuaan peringlst;;J;; masa sanggatr dengan netode

i""-""nP"t untuk tingkat lanjut

il",J" i"" t nap unhrk ting$at lanjut

@setelah
;;#sk"IFktd deaean oetode dua tabap untuk

@anPenYedia

cP:l1}h- Penled

barane/jasa dengan -"'oJ" ""ttt 
bmput untuk tinekat lanjut

dan aengumumran * "r,ff [*?".-rliJp ""*tdengan metode dua saml

tr-ffiG-Aagumu'kan pemenatrg P€Erurar rEur vs
l'"-'""?ir"* s"i"rar, ait"tttt"rr p"iouort-.ryplt d11 densan

'affi#;i t-a"" ti"p untuk tinEkat laniut

6-et angpenunan.ryyg:dan menguoumxan *Tfi?ff"n 
""".i ti*"tdengan aetode Pengadaa

Sanggafian Peserta

rwabatr atas sanrgganan Pr^sry'
;;Gg-t untuk ting!<at menengalt

iGT--urju@untut

flang/.lasaaansansistenre-nroorene,"t

@anPenY.edia
fi; ilil.i"t"o e-Procuriaent untuk tinglat

ffiasu'tu(peobukaan Penawafan o

6--geaban untuktingkat



UNSI,R, SUB UNSUR DAI{ BUNR KEGIATAI{

entr unnrkpenandatanganan Fonu al

@isieteoE-

aP Pemilihan

flt<euunrnan cats aatr nr-oraaasi peagadaan

;;il r"h"p*, pemilihan penyedia tlnglrat aenengah

@ryg.y:'"*
;';;;;;""efi as; u;tul tahapan pemilihan penvedia tinglat

ran rencana KerJa P€uBsru

;;;/j"*;*i t l"p"o pemitihan penvedia

q*d"
peogadaan barang/jasa-untuk tahaPan peorunan

penyedia tinglat menengah

d"lam;ek" peigadaan barang/Jasa untuk
jemitiUan penyedia tingftat menengalr

@g/jasaunnrk
penyedia tingkat menenBah

rnhrk tatraPanpengadaatr baratrg/Jasa I

p"-ffift- p."Vedia tingkat meaengah

6ffi untttftanaPan Pemllihan

@EenPengadaan
;;;k talr;pan pemilihan penvedia tinglat menengah

rencana kerja pengeloban/ penataarl quruuo"

barang/Jasa unhrk taliapan pemiUhan Penyeon

6-takel,ol,apenataandokumenpengadaan
;;;,"16; pemllihan penvedia tinglat menengah

evatuasi pelakoanaan pengelouan/ P€trtt-t ::"ii
il;S/&;ntutc tafr-apan peoilihan penyedia tingla:t

Eil-io"tnr-"ne""tua"itioerjapad1gf ap

GV"O" ""*t 
tahapan peaitihan penyedia tingfat

6-auasiuae4a untttk

e"at@;dtuntuk tahaPan

penyedia tinglat menengah

i-sirancarrgandoknmenkontrakunnrk

naan dan janinan uangbesaran jaminan PelaKsal



UNSI'R, SI.'B UNSUR DAN BUNR KEGTATAN

perint*t Kerja sesual dengan dokuoen kontrak untuk

i-rap"t petui"pat p"takeanaan pekerjaan (pre

-""iioe7ki"L of meednel u!tuk dngkat lanjut

@aankontrakuahrk

dan peralatan unhrk tjngkat

ffi@lokasike{a sesuai dengan

i"p"a" p."y"dla barang/jasa "ttht! 
titt*"t l"tjtt

ffiaJraruangmukakerja
sesuai dengan ketentuatr untuk tingkat lanjut

ffiokKedasesuaidengan

veriftasi piogran motajemen mutu

iletapan progran man{eoen muhr

r unhrk tingkat menengah

iloting pelak"attaatt ptosan manajemen mutu

ting$at menengah

@program manajemen muhr uatuk

tvtAatsanatan Pengendalian
mutu unhrk fingkat menengah

prograo man4jemen
untuk dngkat menengalt

;rogran -attde-e" tisiko pengadaan barang/jasa

program manajemen

petat<saneian progran manajemen rislko

petatsanaan Pro$em manajenen

riEiko untuk tinekat menengah

@aanKontrakPengadaan

f -en-gendaliandanpengawasanpelaksanaan
unhrk tinglat lanJut

@kerjaanPengadaan

efne-rkenajuanp"talcanaanpekerjaanunnrk

fia-uryaran sesuai nenajuan pekerJaan untuk
lanjut :

rit<sa retapitulasi pembayaran dengan rencana

periode yang ditentukatt unhrk tingkat lanjut

dan sertifikat garansi untuk

@atl jffiatt kontrak dan sertifkat
untuk tingkat laajut

ian Perbedaan/Pereelisiban Pelaksanaan



-19-

I.'NSUR. SUB UNSUR DAI{ BUTIR KEGTATAI'I

iiTiEse-lperseusilanPelahsarnan
unhrktinglat menengan

@edaan/Perselilb*P
kontrak berdasarkan 'ft"iltof 

y-g &t"t"pt"tt unhrk tingkat

f"
a--penuuatanperuUairan
jasa unhrk tingkat lanjut

ffi;eanan Kegagalan

t"ngatr"nteg.gaaoteloispelaksanaan
tinglatmenengah . ::

y@patT"r'ca!db"9l^:11:H.unun*a$'a-r,- rq'E --'"]LJ"t-tasa kontrak berakhir
k pengadaaa baraog/jasa
tingkat 6@

Yffi H,trff#il;;;-;;s;d,""barang/ 
jasaunhrk

lnekat menengah

rkaa pemeriksaan
tinglat menengalr

@-aanpengadaan

6E-ta-acaraserahterina

.anl-@;f aaneoenjadibarang
daerah untuk tinglat lanjut

i;;;Effi si Pemerintah Lain Pelaksana

"tfi*Y"i"f"t 
uattrk tingkat lanjut

i6fao-aan uarang/jasa
<an pengawasan Pelasrru@ PesE'

.'raf,JoL untut tinglat menengab

fu-uaranc/jasa dengan

Gkelola untuk tinglat meaengah

@unturkrahaP

t-kebunrhan data dan infomasi pengaoaar

i"*t,*t"p*t manajemen kontrak tinglat

rencana.--neda pengetolaan data dan inlolma$

f;liil:llli ,'-'.n'i tahapan manajeoen kontrak

ffi 67@p""atr"ker jap"ttg"lol"andatadaninlomras
;;;;/6 ";*i 

t"b"P- manqieaen kontrak

;;il;;artgLiasa untuk tahapan man{emen

tinglat meoengan

G-tut-tatrapMan4iemen

6s-aran,--aik'-nunr5""ry311tM6ffilua materi/substanor Jrang afan *-'-*"7
,r:r-^^?'tinesiksn 

^ot"ro 
r"igk; pei'gadaatt U"t"l'g/jasa untuk

.*t.-*----- 
ratti"gr"toenengahtahaPan manajeaen konl

ilaratrg/iasauatuktahaPan
kontrak tingkat menengah

--qi"-* kontrak tingkat menengah

t laPoran hadl Ke!

tinekat menengah

-nnrktahapanmanajemen



T'NSUR. St'B T'NSI'R DAI{ BUTIR KEGTATAI'I

Pengaaaao untukTahap

i-enataanaonnetrp"trsadaalbarang/iasa:ans tata Kelora Penarasr quaqseu Fvr'bs=-
,*rip* manajeoen kontrak dngkat menengah

rencana keda pengelolaan/penataan crsKuus' 
.

barang/jasa unttrk tahapan oanajemea kontrax

oeaatarin dolnrmen P€ngaoaar

- manaiemen kontrak tingkatunhrk tahapan manaJeBen

evaluasi peliakganaan pengerorasrr/ Ptu4:sr. g::

barang/jasa unnrk tahapan man{emen kontrar

66trllndl e,Yduad kinerJ a PadaMenyrsua lnorKaf,or qal nsusuqr erqss F---J

rnanaiemeo koatrak untuk tahapaa manajemen kontrak tingkat

-ntuktahapanmanqiemenrat laporan peleksanaan peraKsalaar Evqs@ 5

tliil; ;;aJeoen kontrak tinekat Eenengal

e---t(sIMAlqhasilPengadaan

isasi pedoman Pemanfaatan,
(PPP) untuk tingkat lanjut

l-tu--men peaoman operasi statdaf
p.--"Uft"t"rtt dan pengamanan untuk tingkat lanjut

Barang/Jasa

eG?;ffiroasd kebunrhan pengadaan yang

fungsi aset unhrk tinglat aenengah

garang/.tasa untuk aoet YangMFyrsun daftar usulan pengadean Earang/'Jasa urtl* @Er4'
ada dalan rana&a penyr"troit n*".o" umum Peagadaan (RUP)

EfrTru-oruasiPengadaanunnrk

l-aE dan informasi Pengadaan

""tuf. 
t*,"p*, manqjemen inforoasi aset tingkat

barang/jasa unhrk

iJ"ir- --"lemen inforoasi aset tiogkat menengah

ila te"j^ iotor-""i p"ogada"tt barang/iasa

t"h.p-,;St.-tt info"-*i aset dngkat menengab

akan monitoring dan evaluasi pengelonan qara qn
p."i"ar-t bartg/i'na sntuk tahapan manajemerr

Pencffi untuk TatraP Man{emen

ntlaskai.d:Br
t"dk-, doram rangka pengadaan barang/jasa untuk

-"o.:"-"" inform-asi aset tingla:t menengah

rt-tuaa-aanuarangfi asauntuktahapan

inforoasi aset tinglat menengah

@g/JasauntuktahaPan
lnformasi aeet tingkat menengah

@pakatanunhrktabaPan
informasi aset tingkat Eenengah

Ffit at E;klA"" Peogadaan unhrk
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ildokumenp,engadaan_bar6rg/ 
jasa

frl$f ilf f: ffiff"1-J ;; il'o"t i*g
M-"oyu--uuttteocaoaker japengelolaan/Frr.*i'-:
mnpadaarr U**glt"t" t'-t'tttf tahapan manajemen inforuasi aset

t! tata keroraPenru@r qu

;;;."tt6; manajemen informasi aset tingkat

evatuasi p€lakegnaan poDEeloraanl vE r.*' ev---

u"iill:I*""*tttliaP;oan{emeainformasiaset

ffi@uatukrahap
fu-enynsun naiutor dan ingtruoen €Y.ruu urwrj

tahapan manajemeo rnloroasi aset tingkat Eenengah

GffiaPan manajemen

aset tingkat oenengah
6erja untuk tahaPan

iJ"-t--J-*ttinglatmenengatr

ilia"ttgp"ruaaaanbarang/iasa

Meibuat karya hrlis/Ka{va unrut' '@
il;;;;";J"*i'ai bittang pengadaan barang/iasa vang

t-*nru"ttrv"osqqguti15girygtt1

G-ffiE;ajalah'ian media masa

diakui instanot Pembina

ffi-g apreseatastan pada pertemuan

yang tidak diPublikasikan

p"ttl"a"ro barang/jasa

d-an uatran un o bidang PBJ

@dandiedarkansecara

FEffii oleh leobagaYang

6-etraut di bidang PB'J Yang

.rUU.AgunsrnLTAUA 1 s'D 6

pelatihan kegiata! PB'

F-erxlamPtngan/saratt



T'NSURYANG DINTI"AI

NO t,NSt,R, SI,B UNSUR DAI{ BUNN TBCTATAN

d

AGffi 
"erta 

aaun ekspose pengadaan barang

ANGI{A KREDIT MENURU'I'

iFsransl psNcusuL I mu PENII4

JUMI"AH JUMTAH
q 7 I

1

D.

F.

G.

H.

Pere

ffibidangPengadaan

t

TiE Kredit

1. ;6ta dtn--p€nltd jabatan tungdonal PBI eecara

;;EiFt"i-SEffitpeer review), setiap surat

iT.l^-"tottsawarancana-ribryaSa-.v*

2.

d
4-.

fahrrn

oeler l,ainnya

s, setiaP gelar

ts2l

JTNltr.AE T'IT8I'R PEIT'I|JAIIG



Butt feEbtalJeqlalglabata! dt qtar'dl bssab -

.lUMfaff UNSLTR UTAIvIA DAI{ UNSL'R PENI'INJANG

*) Dicoret yang tidak Perlu



( eoeg)

( g P1.nre6 eue$

( 1 pPraguueg)

(psntuad PqePd uueu)

Bf,uFnIales usP

""' n4q€a4 trsryqu1au qelat uevpdured lorns

""' uap.€a4 uvryr4o1au t1apl usaei(ured FrnS

""' uappal ultlttDletaru qe1a1 ueepfrrrad leng
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I,.AMPIRAN UI-C
PERATURAN BERSAMA
KEPAI.A LEMBAGA KEBIJAIGN
PENGADMN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN

KEPAI"A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TEI{TAI'[G
KEIENTUAT{ PELAI{SANAAN PERATURAI'I

MENTERI PENDAYAGT'NMN APARATI'R
NEGARA DAI{ REFORMASI BIROKRASI NOMOR
77 TATII'N 2012 IEIITANG JABATAN
FI,'NGSTONAL PENGEIOT,A PENGADAAII
BARANG/JASA DAN ANGKA KREDITT,IYA

cotfToH
DAF'TAR USI'L PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAI{ FUNGSIONAL PENGEIOIA PENGADAAI{ BARANG/JASA

DAFTAR UST'L PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAI,I FITNGSIONAL PENGEISLA PENGADAAN BARANG/JASA N{ADYA

NOMOR:

MASAPENI1AIAN:

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jaoa / lIt4T

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUT]R KEGTATAN

Sarjana (Sl)/D IV
fu-uiaangpengadaanbarang/ jasa

Udikan dan pelatlhan fungsonar ol orqang Pengas:ar u44r6'J6

-"-p"tof"tt *rat tatrda taFat pendidikan dan pelatihan (STIPP)

Iananya4Sl - 64O jam

161 - 48ojam

p""aiarut den pelatihan Prajabatao tingkat UI

sarana dan Prasarana unhrk
*rra tt"tg" pasar unhrk setiap item unhrk tinglat lanjut

dffimrnasinarga pasar untuk setiap iten
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hasil survei unhrk

-shargaPasarunhrk

laporan hasil survei dan t

@Barang/Jasa
ffi*rt"u"A KAK dan Rencana

barangl.lasa untuk tingkat lanjut 

-kerja untuk tinel@t lanjut

SEan'evaluasi ke-biliaken / KeEeD

Larar,g/jasa unftk tiagkat lanjut

eiduasi terhaaap KeDrJa[an' rcw$Lsa" !-sv---
;ffit/6t'""i ogu-""r"tt "ntuk 

tingkat lanjut

@Barang/Jasa

@ data dan informasr-Pengaoar

ili;g/jiG;*k tehaPan Perencaoaan *ry *j*
6*""-;'"P""g"l"taandatadan

[T#Ji' i]fri-ld;'i"t"1 t'n'p"" peren@naan tingkat

1199.*o-^
peogadaan uararrs/jasa un";i dtot o**- *f'

G-g"a"- u"ttg/jasa untuk tahapan PerencaDaan

@aan
fi;;;d pie.dt"tt barang/jasa untuk

ffip- P"t**"aan tinglat lanjuJ

F-ngaaaanuarang/iasauntuk
tai.pan Perencanaan dngkat lanjut

@ tatrapanPerencanaan

Denataan cloKuElen
anaon tinskat lanjuttatripan Pereocanaanr tingEat

6--c.tt"t"t j^p.ngelolaarr/oenataanooKutucn
l?EJliE,i.*itarrapanp"t1"""""tdttgkttl'"j*

;"ffi d;;;P"t"""""""tt dngkat lanjut

evaluasi Pelaksanaan Peneeru@r' 1,

;;;;il;*t tauaPair Po*o"""t ti"ebt' l*j*

.-vauasiHnerja untuk

perencanaanr tinglat laajut

fr--P""ut "o 
Sendiri

ffiA-spesifrkasi aan paear untuk tingkat



UNSU& SUB UNST'RDAN BUNRKEGIATAN

Meu5nrsun jawaban atas sangganan praKuall

teknis/hasil pelel,angan untuk tingkat lanjut

dan Informasi Pengadaan untu

aata aan inforoasi PengadaaaMerencanakan kebuhrban drata cran rilorura$ PeDgaqEru

iarang/jasa uatuk tahapan pemilihan penyedia tingkat lanjut

reacana Uerja Pengelolaan data
barang/jasa untuk tahapan pemllihan penyedla

rencana kerja Pengelolaan data
barang/jasa untuk tahapan pemilihan penyedia

aan evatuasi pengelolaan data dan
pengadaan barang/Jaoa unhrk tahapan pemilihan

Pengadaan untuk TahaP

@dikomuaikasikandan
d"tr- 

"at.t ^ 
pengadaan barang/jasa untuk

tahapao pemilihan penyedia tingkat lanjut

@g/jasaunhrktahaPan
penyedia tingkat f anjut

pe.milihan penyedia tinglat lanjut

untuk tahaPan Pemlllban

txaE;tr penataan dokumen pengadaan

untuk tahapan pemiUtran penyedia tingkat lanjut

Men5nrsun rencarra ke{a pengelolaan/Penaraan qo

p""i"A"*, baraag/jasa unhrk tahapan pemilihan penyedla tinglcat

taG-totapenataandokumenpenqadaan
untuk tahapan pemilihan penyedia tinglrat lanjut

barang/jasa untuk tallaPan pemilihan penyedia tinglat

hffitor datt instrGen evaluasi kinerjapada
penyedia unttrk tahapan peoilihan penyedia ttng[at

;ffi-ldnecia untuk tahaPan Penilihan
tingkat lanjut

i6;alr@aar, evaluasi kine$a untuk
penyedia tiaglat lanjut

@ Pengadaan Barang/Jasa

6;ffi Frogran-an-ajemenEutuPengadaar

p""etapan progran manajemen BUhr pengadaan

@rrogramman{emenEuhr
tiaelat tanjut

program manqjemen mutu

muhr unhrk tingkat lanjut
petatsanaan Program manqi emen



UNSUR, St,B t,NSt'R DAN BUNR KEGI.ATAN

ffiA;C"o"" risiko Pen gadaan

i-tortng petaksanaan Progran

@ammanajemen
tingkat lanjut

graE BanaJeE@pengendalian Pelaloanaa
risiko unnrk ting[at tanjut

p""-e;;;; u"t-""g/jasa untuk tinekat lanjut

iletakntanpeayetesaianperbedaan/p€rsers'rarP
f,ffi u"ii""i"t- atteraatifyang ditetapkan untuk tinglat

kegagalan Pelal<sanaan r

;fficattanEgacatatt teknis pelaksanaan

untuk tingkat lenjut

kan pengawasan PeraKsal@r I

".alaota 
uttt rk tingkat lanjut

Effiffiroasi Pengadaan

t-*t*i"* 
"nntk 

tahapan manajemen kontrat< tinglat lanjut

6--a retja pettgelol,aarr data dan inlolEa$
u---tlll""i;;n f t"h"p"o nan{eoen kontrak

rniorta€rsi:an rencanra keda Pengelo
u*-ti7i"* ""t 

ti t*t"p"" oanajeoen kontrak

G--erauasipengelolaandata
;"*"d*tt baring/jasa unilk tahaPan manajemen

aan
materi/substansi Yang a
St tt O"f"- rangta pengadaan barang/iasa untuk

maaa$eoen kontrak tingkat lanjut

@jasaunnrktehapan
kontrak tingkat lanjut

ilengadaanbarang/iasaunhrk

@untuktahaPan

aP Manqiemen

ldaan batang/Jasapenataan dokuaen PenglMerancang tata keloh Pel
;;;k,rlt;p; manajeoen kontrak tinskat lanjut

n rgn@na llella IEuBEru|@r - .

rn baraog/jasa untuk tahapan manajemen Koilrax
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penatam dokumen P9ngad3al
untuk tahapan manajemen kontrak tiagf,at lanjut

@/penataandokumen
barang/jasa untr,& tahapan manajemen kontrak

fiffiilffi aslf cnerja Pada tahaP

kontrak untuk tatrapan manajemen kontrak tilgkat

a untuk tahapan manqiemen

rat laporan perarcanaan Pelal<sanro svqq
tafrapan oanqjemen kontrak tingkat l'anjut

E-an-lnror:masikebuhrhanpengadaanJrang
fungsi aset unhrk tingkat lanjut

a;6 u-'pe"eadaan Barang/Jasa untuk asgll3lc
A;;;sk" p*y,rJ"""tt Rencana Uoum Pengadaan (RUP)

ffi irnnrk ratraP Manqiemen

GSututran@ aan infotmasi pengadaan

unttrk tabapan manajemen inforoasi aset tingkat

ffiG;Tfr aFornasiPengadaan
maaajemen informasi aset tinlkat lanjut

En--ake+inf ormasiPengadaan
t n"p- manqiemen informasi aset ting$at lar{ut

ffipengetotaan datadanMelaksanakan monitoring dan eYalue$ Pengerqtaru

i"fot-."i p"" g^daae baralg/jasa untuk tahapan manajemeo

Pengadaan untuk TahaP

munikasilandan
daUm rangka pengadaan barang/jasa unfirk

manqjemen informasi aset tingkat lanjut

i pen@tang/j asa unnrk tahaPan

informasi aset tingkat l,anjut

@ 6araag/jasa untuk tahaPen

manqiemen inforoasi aset tingkat lanjut

uatuk tatraPan manqiemen

@untukrahaPMan4ieoen
pengadaan barang/jasa

t*rip"tt manqjeoen informasi aset tinikat l'anjut

rencana kerja pengdolaaa/penataan doKumen

baraag/jasa unhrk tahapan manajemen informasi aset

@enpengadaan
;-*-tgtj.* 

"nhrk 
tahapan manajeoen informasi aset tingkat

;ffi pengetotaan ! w're.t ! yr doT-T
i**ilii* 

"ntuk 
tahapan manajemen informasi aet

sun ina*ator dan lnstrumeo
manajemen lnformasi ase! tingkat lanjut

@dkinedauntuk
inforaasi aset tingkat lanjut



UNSUR. St'B UNSTJR DAN BUNR KEGI,ATAN

ffi@ffih, hasil penelitian, Pengk4iian,

, dan evaluasi di bidang pengadaan barang/jaeayang

U*ntt Ur.tu yang dipublikasrkan intemasional

bentuk buku yang dipubltkasikan nasional

p"f"- U""t"t nakalah di majelah ilmiah interaasional

makalah di mqialah dan mediamasa
diaklri instanEi Pembina

yang dpresentasikan pada pertemuan

yaag tid ak dipublikasikan

petunjut teknis Pengelolaan

@aan, petunjukteknis

;@Tllnr danu4lt"rdbu*ero
menyaaur dibidang PBI Yang

;@-ffiatr yang diakut oleh lembaga yang

JT'UT.AE I'trSI'RI'TAMA 1 S.D 6

pelatihan kegiatan PBJ

pendampingan/saran

keteralgan ahli/pendamphgan/ saran

@rofesi di bidaog Pengadaan

sasi Profeei, setiaP

@ngsional PBJ secara aktif,

ancgotaffitestari (peer review), setiap surat



UNSUR. SUB UNSUR DA}T BUTIR KEGIATAN INSTAI,ISI PENGUSUL

ffip"ttlths"lark"h"@

JOUT.AE UlrSUR PENT'NJAtrO



-32-
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: PBNETURAN]BERSAMA.
KEPALA.LEMBAGA KEtsUAKAN, , 'l:PT9l,PSI,*51{9{*fl'tPYPS.ryrfH DAN

: TEN'IANG

.PENDAYAGIJNAAN APAMTUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 77 TAHVN 2OL2
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADA.AN.. BAMNGIJASA . DAN ANGKA

: KREDITI\IYA

SURAT PERI\TYATMN .TELAH MENGIKUTI . 1. . .. ".... .:.peNdiprxau oeN 
-pBr,eriHAu pBNcELoLA

PENGADAAN BARANG/JASA

SURAT PERNYATAAN

TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PEI,ATIHAN

PENGEI,OLA PENGADAEI NERANG/ JASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang
Jabatan
Unit kerja

Menvatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit keda

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengelola Pengadaan Baramg/Jasa sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kesiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti lisik

I 2 3 4 o 6 7 8

1.

2.
3.
4.
c.

dst

NIP



.LAMPIRAN V, r . ': r'i PERATURAN'BER9AMA ' :'..,'.....'.']'''...;(6.b|f
'TENTANG''I , '' | ' :

KE-TENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN AP'ARATUR . NEGARA DA,N
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 77 TATIUN 2OI2
TENTANG ..IABATAN. FTINGSIONAL 

. 
PENGELOI,A

' i . i, , .eENGADAAN , eAnnxe/JASA, DAN ANGKA

CONTOH
SURAT PERI{YATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PERENCANAAN PENGADAAN

SURAT PERI{YATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PERENCANAAN PENGADAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan perenc€ulaan pengadaan sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan Sebagairnana mestinya.

Atasan Langsung

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

.Iumlah
Volume
Keeiatan

Angka
Kredit

Jum Iah
Angka
Ikedit

Keterangan/
bukti fisik

I 2 3 4 c 6 7 8

l.
2.
3.
4.
5.

dst

NIP



PERATTJnRT',1'BERsAMA''',,
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAI{ PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APAMTUR NEGARA DAN

tpivrANc JABATAN RuxcsloNal pENGELor.,A
. t- . 

lPIgl-.DllN ' pARANG/JASA DAN ANGKA
KREDITI{YA..

CONTOH
SURATPERI{YATAANTELAHnIpIefUXaN- ', 1 ' ',,', ,,, : ' l

KEGIATAN PEMILIHAN PEI{YEDIA

SURAT PERI{YATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PEMILIHAN PEN.TEDIA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Menvatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pemilihan penyedia sebagai berikut:

Demikian pernyataarr ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlali,
Volume
Kesiatan

A4gka
Kredit

Jumlah
,Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

2 3 4 5 6 7 8

I
2.
3.
4.
5.

dst

NIP



. . i ;. : ', , r.. ":: l.l ., , .'-:-r,' , .

LAMPIRAN VII
PERATURAN BERSAMA
KEPALA I,EMBAGA' KEBIJAKAN
PENGANAAN BAMNG/JASA PEMERINTAH DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG

r ' .KEIENTU4jI!. PELAKSANAAN PEIRATURAN MENTERI
il,'

, . :, ,:; ne-no34a4sl BIRoKRASI: NoMoR TT TAHUN zoL2' :

'' .. ' l 'pEiiiGlblAl{"='bl-R;N'eiJisn DeN ANGKA
: KREDITNTYA

CONTOH ' ':l
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN MANAJEMEN KONTRAK

MELAKUKAN KEGIATAN MANAJEMEN KONTRAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan manajemen kontrak sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

' Atasan Langsung

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jurnlah
Volume
Kesiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

1 2 3 4 5 6 7 I
I
2.
3.
4.
5.

dst

NIP



: , , r,, :,'r- -*rfir, l'i', ', .. .

PERATURA"N BERSAMA
KEPA.LA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN

. .' ,. 'i'KE'PAI '.BADAN I{EPEGAWAIAT.'I UPCNNA

,, :' , 
'" ''.' , ' ffiil-$*T3^*'-*;; * ''ur*"o*N MENTEzu

REFORMAST BTROKRASI NoMoR 1I t[I!l\ 2_0_12

TENTANG'JABATAN .FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN :.BAR,AIIG/JASA 'DAN ANGKA

CONTOH
SURAT PERi{YATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGI.ATAN MANAJEMEN INFORMASI ASET

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN MANAJEMEN INFORMASI ASET

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan manajemen informasi aset sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

No Uraian Kegiatan Tanggal
Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kesiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Rngka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

I 2 4 6 8

1.
2.
3.
4.
5.

dst

NIP



LAMPIBAN Ix . .

PERATURAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

' '' i' ' ',' 
''," : flefiffiffi'ro-eng 1l'tl'NEGf!1'

KNTBNTUNN POI"ETSANEAN PERATURAN MENTERI

'..: .'' ,,,ffit3ffitY,H[*ffiiffiY5*' #ffffi- ,?1)
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN aenANoT;nsa DAN ANGKA

coNToH 
KREDITI{YA

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGI.ATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERI{YATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Menvatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kesiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

I 2 3 4 .c 6 7 8

1.

2.
3.
4.
5.

dst

NIP



Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

I.AMPIRAN X 
I

PERATURAN tsERSAMA
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN :

''..''::'],.i.'.'..,.........,''...,..ii6-iii.f.',bi{D
.'

KETENTUAN. PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
P,ENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
NSF'OI<MA--S.I.BIROKRASI NOMOR 77 TAHUN 2OT2
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN 

. BA.RANG/JASA DAN ANGKA
KREDITI{YA

CONTOH

KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN

MEI,AKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Keeiatan.

Angkar
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

I 2 3 4 5 6 7 8

1

2.
3.
4.
5.

dst

NIP



LAMPIRAN XI . I

PERATIJRAN BERSAIVTA
. 
..] .. . . . KEPAI,A TPMEECR KEBIJAKAN
'. .,, PENGAD44NB4R4NG/JAS4PEMERINTAI{,DAN

.. .KEPAI,A. BADA.N KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG

' : 
ffi3XTffiU*'&K.'$mI'L?*"H#ioX'*ffoT
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 77 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOT,A
PENGADAAN I BERAI.{C/JESA DAN ANGKA

coNToH "' 
r' 

'*oFMt'"' 
i: 't' '

PENETAPAN ANGKA KR.EDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR:

Instansi:

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Tembusan disampaikan kepada:
l. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; : :

+. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit. '

Masa Penilaian: .,......

Ditetapkan di ..............
Pada tanggal

Narna Lengkap

I KETERANGAN PERORANGAN
1 Nama
2 NIP
3 Nomor Seri I{ARPEG
4 Pangkat/Golongan ruang TMT
J Tempat dan Tanesal lahii
6 Jenis Kelamin
7 Pendidikan vane diperhitungkan angka kreditnya
8 Jabatan Fungsional/TMT
9 Unit Keria

II PENETAPAN ANGKA KREDIT I,AMA BARU JUMLAH

1. UNSUR UTAMA
A Pendidikan

1l Pendidikan formal
2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang

pengadaan barang/jasa dan memperoleh surat tanda
tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)

3) Pendidikan dan pelatihan Frajabatan
B Perencanaan Pengadaan
c Pemilihan Penyedia
D Manajemen Kontrak
E Manajemen Informasi Aset
F Pengembangan Profesi
Jumlah Unsur Utama

2. UNSUR PENUNJANG
Penunjang T\rgas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah Unsur Penunjang

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

NI DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN .

NIP.



LAMPIRAN:XII ]I:. ;

.,, :r,FERetuneN geRseMA
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN'' PENGADAAN BARANG/JASA' pEMEruNreH :pnirr

. : KEPAL{BADAN KEPEGAWATAN NEGARA
' T'NTANG:":' i ':':: : '

XBTPiTTUNX PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENEAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 77 TAHUN 2OI2
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN :BARANGIJASA . DAN ANGKA

.KREDITNYA
..''',..'

. , r. . .1 1..--:...: '. ,.: ,'. I 'l
CONTOH, ,':,r,:
TEPUTUSEN KENAIKAN JABATAN DALAM i i: 

'

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA

KEPUTUSAN
MENTERT / GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTA*)

NOMOR :..................i..........i............
TENTANG

KENAII(AN JABATAN DAI.,AM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOI,A PENGADAAN BARANG/JASA

Menimbang

MEI{TERI / GUBERNUR/ BUPATI/WALIKoTA; *)

bahwa sebagai pelaksanaan dari Peiaturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nqmor 77 Tahun 2OI2 tentang Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/.Iasa dan Angka Ikeditnya dan Peraturan Bersama
Kepala Lembaga Kebljakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor I Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2Ot2 tentang Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya dipandang perlg untuk mengangkat
Saudara
Barang/Jasa; ,

:::::::::-:::::::::.::::..::::j::::.::::.:::::::::::::::::::::::;:::.j.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
77 Tahun2OI2;
Peraturan Bersama Kepala Lembgga Kebijakan Pengadaair Barang/Jasa Pemerintah
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nornor 1- Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun
20I3i

MEMUTUSI(AN:

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA Terhitung mulai tanggal ,..............;......:....;....;;. mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

b.

1.

2.

3.

4.

c.

a. Nama
b. NIP

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

;.....,............. ke

ini, akan

untuk

ditetapkan di ...................
pada la4ggal ......r......!.i.r..

TEMBUSAN:
l. Keoala Irembaea Kebiiakan psnssflaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Ke'pata BadanXepegaiwaian Nefrqa/Kantor Seit'oqal PKN yang bersgngftutan; *)

3. Kebala BKD e.rovinSi/ $apupatein / Kota atau Biio/ Bagian Kepe-gawaian
m$ansl vans oersangKutan:'t

4. Peiabat fane-berwendne meil6tapkan aneka lsedit;
5. Kepala Kanior Pelayan&r Perben:daharaafr Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah

vane bersanskutan;")
6. Pejabat instdesi lain yang berkepentingan.
*) Coret yang tidak perlu. . r - i ,

*) Diisi apabila ada penambahar.r diktum yang dianggap perlu. '



,. : :

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN: pgNGRoA+N BARANG/JASA PEMERINTAH DAN
T<PPN!,N BADAN REPEGAWAIAN NEGARA .

TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

, REFORMASI BIROKRAST NOMO-R 77:TAHUN 2OL2
rpNreNc .JABATAN FUNGSIoNAL pENGELoLA

; : . PEI'{GADAAN NENAITTCiJASA DAN ANGKA
'. ,;i I,i: i KRED

CONTOH
SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor:

DARI
KEPADA YTH.
ALAMAT
TANGGAL

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa:
Nama
NIP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan
Unit kerja

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan
tetapi belum mernenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 77 Tahun 201,2 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka
Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
Kepala Badan Kepegawaiqn Negara Nomgr 1 Tahun 2013.dan Nomor '14 Tahun 2013 dirninta agar
Saudaradapatmemenuhiketentuanangkakredityangdipersyaratkan.

3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara

dari Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barangy'Jasa.

4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanegal :

NIP.

Tembusan:
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutqn; *)

2. Kepa la Biro/ Bagian Kepegawaian Instansi/ Badan Kepegawaian; Daeiah (BKD)
yang bersangkutan; *) :

3. Pimpinan unit ke4a Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.



I"AMPIRANXIV:i :

PpneruneN gensAlaa
.KEPAI,A LEMBAGA KEBIJAKAN ..

PENGADAAI.{ B.ARANG /JASA PEMERINTAH DAN
KEPAI"A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REF'ORMASI BIROKRASI NOMOR ZZ TRITUN ZOTZ
TENTANGI. JREEiNN:. FUNGSIONAL . PENGELOI.A
PENGADAAN BARANG/JASA DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBEBASAN, SEMENTARA

KEPUTUSAN
MENTERT / GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA*)

NOMOR:

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN'FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANGIJASA

MENTERI / GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTA, *)

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

a. bahwa. Saudara ...,....,...;r..........,....i MP
pangkat/ golongan ruang
berdasarkan keputusan pejabat yang

terhitung mulai
berwenang Nomor

2.

3.

4.

tanggal ........;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai

Negeri Sipil dalam jabatan Pengelola Pengadaan.Barang/Jasa, dipandang perlu
membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yqng bersangkulan dari jabatan
Pengelola Pengadaan Barang/Jas4i'

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2OIO;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 77 Tahun2Ol2;

5: Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengada4n Barang/Jasa
Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan
Nomor 14 Tahun 2013;

MEMUTUSI(AN:

Terhiflrng mulai tanggal ...............;.. membebaskan sementara dari jabatan Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT
d. Unit Kerja

;ilti; ;;;;#,;# i"'';;,;';;;;."p";:ililrr"o# ffi;; ilil*;;' J,,' .u*
diadakan perbaikan dan peihifungan kembali sebagaima4a rnestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagdimana mesrtinya

ditetapkah di
pada tanggal

KEDUA
KETIGA

NIP.

TEMBUSAN:
1. Kepala lembaga Kebljakan Pengadaan Barong/Jasa Pemerinta.h; .,

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yadg berSangfutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepiala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian

instansi yang bersangkutan ;*)
Pejabat yang berwenang menetapkan angla kredit;
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerali
yang bersangkutan.*)

Coret yang tidak perlu.
Diisi apabila ada penambatran dilchrm yang dianggap perlu,

5.
6.

1
**)



I,AMPIRANXII'.,: ; r' .,
.PERATURAN:..BDRSAMA' : . .'
KEPALA LEMBAGA XBBT.IRKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN
KEPAI.A BADAN KEPEGAWAI.AN NEGARA
TENTANG
TPNENIUNN: IPEI.,AKSANAAN PNNATUNEN MENTERI
PENDAYAGIJ-NAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI.'ATNOKN.ESI NOMOR. 77. TAHUN 2012
TENTANG ' .I*EETENI..PUiITCSTONAL PENGELOLA
PENGADAAN.. BARANG/JASA DAN ANGKA
KREDITI{YA,, 'r'.,r,i , , I

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERT/ GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA*)

NOMOR :..........,.......
TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DAI,AM JABATAN NUNOSTOUEL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Menimbang
MENTERI / GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA,*)

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal ..... Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2OL2 tentang Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Ifteditnya, dipandang perlu
untuk mengangkat kembali Saudara dalam jabatan Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa; . r .: . :

b.............. .....:............'............'..i..............:......i.r...............
-.,1............;...';.'.;......;.:..J

1. Undang-Undang Nomor 8 Ti*run 1974 sebagaimana telah diubtrh dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2OIO;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
77 Tahun2OI2;

5. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dan Kepala Badan Kepegawaia4 Negara Nomor 1 Tahun.2Ol3 dan Nomor 14 Tahun
2OI3; :

MEMUTUSI(AN:

Terhitung mulai tanggal .................;....... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:

Mengingat

a. Nama :

b. NIP i
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :

d. Unit kerja :

Dalam jabatan
(.................).

dengan angka kredit sebesar

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

**)

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhihrngan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di ..................
pada tanggdl ...................

NIP:

TEMBUSAN:
l. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKNyangbersangkutan; *)

3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)

4, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daeral-r

yang bersangfuutan;*)
6. itejdat instansi lain yang berkepentingan

") Coret yang tidak perlu.*) Diisi apabila ada penambahan dikhrm yang dianggap perlu.



CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTI-AN

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

I"AMPIBA.\| '$4 ',': r:1 ,' ,.' ,,

PERIITURAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN
KEPAI.A.BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTAI\G : :: 

:.
XTTENTUNW' PEI,A,KSANAAN PBNNTUNAN MENTERI
PENDAYAqUNAAN" :APARATUR .NEGARA DAN
REFOFVASI,'ilnOKRASI NoMOR 77 rAHUN 2o1'
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL 'PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA DAN ANGKA
KREDITNYA

ditetapkan di ..............
pada tanggal

KEPUTUSAN
MENTERT/ GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTA*)

' NOMOR:....................-..;....;...
TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TEI,AH MEMPUI{YAI

KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDITYANG DITENTUKAN *)

MENTERT / GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan

Mengingat : 1.

pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal ..................
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ....;.............
tanegal ........te1ah dijqtuhi hulmman disiplin , tinekat
berai/dinyatakan tidak dapat mengqmputkan angka kredit dalarh jangka waktu I
(satu) tahun sejak dibebaskan sementara r);

bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil dalam jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dipandang perlu
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintqh Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 77 Tahun2OI2;
Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan
Nomor 14 Tahun 2013;

MEMUTUSI{AN:
Menetapkan
PERTAMA Terhitung mulai tanggal .....;:...........,.....ii..1 memberhentikan dengan

hormat dari jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT
d. Unit Keda

b.

2.
3.

4.

c.

6.

. ;....... . . ' . ..... ................**)
Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan fuai, akan
diadakan perbaikan dan perhihrngan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

NIP.
TEMBUSAN:
1. Kepala kmbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pelngrintah;
2. Kepata Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangftutan; *)

3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*) :

4. Pejabat yang berwenang menetapkan angfua kredit;
5. Ktipala Ilanior Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah

yangbersangkutan;*) ,

6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.
*) Coret yang tidak perlu.
*) Diisi apabila ada penambahan dikhlm yangdianggap perlu.



LAMPIRAN XVII
PERATUR.AN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGAM
TENTANG ] 

..

KETENTUAI{ : PBfu{t4$61gE.AN PPNETURAN MENTERI
PENDAYAGI..'NAAN ] APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 77 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN BAMNG/JASA Dniv ANGKA
KREDITi{YA

CONTOH
KEPUTUSAN PET{YESUAIAN DALAM JABATAN
DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANGIJASA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA

KEPUTUSAN
MENTERI/ GIJBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

NOMOR : ................
TENTANG

PEI{YESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANGIJASA

MENTERI /GUBERNUR/BUP-ATI/WALIKOTA,*)'
a.'bahwaSaudtrra..'..r....NIF.;........derrganKeputusan

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada .............. ;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparafur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tah.un 2012, tanggal 26 Desember 2Ol2 dipandang
perlu menetapkan kepuflrsan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

diubah dengan

diubah dengan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
77 Tahun2OI2;

5. Peraturan Befsama Kepala Lembaga Kebljakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun
20L3;

MEMUTUSIGN:

Terhitung mulai tanggal
a. Nama
b. NIP
q. lang\gt/Golongan ruang/TMT : ................:.:...........................:..
d. UnitKerja :................
disesuaikan dalam jabatan .......:....... dengan angkei kredit sebesar ............(...........)
sesuai dengan lampiran V *) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012.

.......**)
Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

ditetapkan di .................
pada tanggal ...i.i....r........

NIP.

TEMBUSAN:
1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.Pemqrintah;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpihan lnstansi yang bersangfutan; : : :

4. Kepila BKD PropinsiTEfO fatlpaten/Kota atau Biro/Bagian Ktpegawaian
instansi yang bersangkutan;*)

5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6, Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah

yang bersangftutan.1
*) Coret vane tidak perlu.*) Diisi ajlabila ada ilenombahan diktum yang dianggap perlu.


